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Abstract

Universal Health Coverage (UHC) is one of the goals of Sustainable
Development Goals (SDG's) which is expected to be realized for all people
around the world by 2030. The Government of Indonesia from January 1, 2014
has launched the National Health Insurance (JKN) which aims to provide welfare
protection for the Indonesian people from health expenses, which are gradually
planned as Universal Health Coverage for all Indonesians by 2019.

To accelerate the implementation of Integration of Regional Health
Insurance of Bintan Regency into the National Health Insurance, the Government
of Bintan Regency has issued a policy of Regulation of Bupati of Bintan Number
35 Year 2016 about "Free Basic Health Service at Public Health Center and Class
[I In RSUD Kabupaten Bintan".

This research was conducted to find out how the implementation of the
policy of Regent Regulation of Bintan No. 35 of 2016 in integrating local health
insurance into the National Health Insurance in an effort to achieve Universal
Health Coverage in Bintan Regency in the Year 2019. This research uses
qualitative approach method where the research focus on Bupati policy Bintan
No. 35 of 2016, data collection using questionnaires, interviews, observation and
documentation study with the interview locus involving the head of UPTD
Puskesmas in Bintan Regency and personally involved in policy issuance.

The results showed that the policy issued to achieve Universal Health
Coverage in 2019 seen from the input indicators, processes, outputs and outcomes
was less in line with expectations and ineffective and efficient, the conclusion of
this study is the policy that has been run can be enjoyed by the entire community
Bintan in obtaining health services for free but has not revealed the expected
results that all residents of Bintan become participants of the National Health
Insurance in an effort to reach Bintan regency that has been Universl Health
Coverage in 2019.

Keywbrd : implementation, integration, universal health coverage
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ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INTEGRASI PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN SEMESTA DAERAH DI KABUPATEN BINTAN

Untung Siswanto
(untungsiswanto 1971 @gmail.com)
Abstrak

Universal Health Coverage (UHC) atau Perlindungan Kesehatan Semesta
merupakan salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDG’s) yang
diharapkan dapat terwujud bagi semua orang di seluruh dunia pada tahun 2030.
Pemerintah Indonesia mulai 1 Januari 2014 telah meluncurkan program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan
kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dari guncangan kesehatan, dimana
secara bertahap direncanakan sebagai Jaminan Kesehatan Semesta (Universal
Health Coverage) bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019.

Untuk mempercepat pelaksanaan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah
Kabupaten Bintan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional, maka Pemerintah
Kabupaten Bintan telah mengeluarkan suatu kebijakan berupa Peraturan Bupati
Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang “Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di
Puskesmas dan Rawat Inap Kelas III di RSUD Kabupaten Bintan”.

Penelitian 1ni dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi
kebijakan Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 dalam
mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam Jaminan Kesehatan
Nasional dalam upaya mencapai Universal Health Coverage di Kabupaten Bintan
pada Tahun 2019. Penelitin ini menggunakan metode pendekatan kualitatif
dimana fokus penelitian pada kebijakan Bupati Bintan Nomor 35 tahun 2016,
pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, wawancara, observasi dan
studi dokumentasi dengan lokus wawancara melibatkan kepala UPTD Puskesmas
di Kabupaten Bintan serta personal yang terlibat dalam penerbitan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan untuk
mencapal Universal Health Coverage di tahun 2019 dilihat dar1 indikator input,
proses, output dan outcome ternyata kurang sesuai dengan harapan serta tidak
efektif dan efisien, kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan yang telah
dijalankan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Bintan dalam mendapatkan
layanan kesehatan secara gratis namun belum menampakan hasil yang diharapkan
yaitu seluruh penduduk Bintan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional
dalam upaya mencapai kabupaten Bintan yang telah Universl Health Coverage di
tahun 2019.

Kata kunct : implementasi, integrasi, universal health coverage.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Secara geografis, wilayah Kabupaten Bintan terletak antara “00° Lintang
Utara 1%20° Lintang Selatan 104°00° Bujur Timur 108°30 Bujur Timur. Secara
keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan adalah 87.411,92 km2 terdiri atas
wilayah daratan seluas 1.319,51 km2 (1,50 %) dan wilayah laut seluas 86.092,41
Km2 (98,50 %). Pada Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Bintan telah
memekarkan beberapa wilayahnya melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2007 tentang “Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri di Kecamatan Gunung
Kijang, Desa Dendun, Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan
Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur di Kecamatan Bintan Utara,
Kelurahan Tembeling Tanjung di Kecamatan Bintan Teluk Bintan, Desa Kukup
dan Desa Pengikik di Kecamatan Tambelan dan Kelurahan Kota Baru di
Kecamatan Teluk Sebong”.

Selain itu juga dilakukan pemekaran kecamatan melalui Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2007 tentang “Pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan
Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam”. Dengan
terjadinya pemekaran wilayah, maka jumlah Kecamatan yang terdapat di wilayah

Kabupaten Bintan bertambah dari 6 (enam) Kecamatan menjadi 10 (sepuluh)

47
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Kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Sri Kuala Lobam,

Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Bintan Timur,

Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang, Kecamatan Gunung Kijang,
Kecamatan Toapaya, dan Kecamatan Tambelan.

Kabupaten Bintan rnémiliki 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 49

buah di éntaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum

berpenghuni namun sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya

. usaha perkebunan. Dilihat dari topografinya, pulau-pulau di Kabupaten Bintan

sangat bervariasi. Umumnya dibentuk oleh perbukitan rendah membundar yang
dikelilingi oleh daerah rawa-rawa. Wilayah Kabupaten Bintan merupakan bagian

paparan kontinental yang dikenal dengan nama Paparan Sunda, dengan batas

wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kabupaten Natuna, Anambas dan Malaysia
Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga
Sebelah Barat : Kota Batam dan Kota Tanjungpinang
Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Barat

Secara morfologi, Pulau Bintan memiliki perbedaan ketinggian yang tidak
ekstrim, yaitu antara 0-350 meter dari permukaan laut. Puncak tertinggi berada di
Gunung Bintan 348 meter, dan selanjutnya Gunung Bintan Kecil 196 meter.
Bukit-bukit lainnya merupakan bukit-bukit dengan ketinggian di bawah 100
meter. Bukit-bukit tersebut merupakan daerah hulu-hulu sungai yang sebagian
besar mengalir ke arah Utara dan Selatan dengan pola subparalel, sedangkan pola
anak-anak sungainya berpola subradial. Sungai-sungai itu umumnya pendek-

pendek, dangkal dan tidak lebar.
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Kabupaten Bintan pada umumnya memiliki topografi yang bervariatif dan
bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar dari 0 - 3 % hingga di atas 40 %
pada wilayah pegunungan. Ketinggian wilayah pada pulau-pulau yang terdapat di
Kabupaten Bintan berkisar antara 0 - 50 meter di atas permukaan laut hingga
mencapai ketinggian 400-an meter di atas permukaan laut. Secara keseluruhan,
kemiringan lereng di Kabupaten Bintan relatif datar, umumnya didominasi oleh
kemiringan lereng yang berkisar antara 0 % - 15 % dengan luas mencapai 55,98 %
(untuk wilayah dengan kemiringan O - 3 % mencapai 37,83 % dan wilayah dengan
kemiringan 3 % — 15 % mencapai 18,15 %). Sedangkan luas wilayah dengan
kemiringan 15 % - 40 % mencapai 36,09 % dan wilayah dengan kemiringan >40

% mencapai 7,92 %.

“RENCANA TATA RUANG WILAYAN (RTRW]

KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010 - 2030
Gambar 4.1

Peta Administratif Kabupaten Bintan

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan, tahun 2011-2031
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Berdasarkan Badan Pusat Statistik Penduduk (BPS), penduduk Kabupaten
Bintan tahun 2015 berjumlah 153.020 jiwa yang terdiri dari 39.079 rumah tangga
dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,26 %. Jumlah penduduk
laki-laki sebesar 78.824 jiwa (51,51 %) dan penduduk perempuan sebesar 74.196
jiwa (48,49 %). Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan
perempuan (sex ratio) sebesar 106,24. Artinya setiap 100 perempuan berbanding
dengan 106 penduduk laki-laki, jumlah penduduk laki-laki 3,02 % lebih banyak
dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Persentase ini tidak mengalami
peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kecamatan yang terpadat
penduduknya masih tercatat Kecamatan Bintan Timur dengan jumlah penduduk
tertinggi 41.607 jiwa (27,19 %), sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan
Mantang yakni sebanyak 4,168 jiwa (2,75 %).

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bintan pada tahun 2010 mencapai
10.545 jiwa (7,34 %). Namun tahun 2014 tingkat kemuskinan mengalami
penurunan menjadi sebanyak 9.600 jiwa (6,32 %) (LKPJ AMJ Kabupaten

Bintan). Jumlah penduduk miskin berdasarkan BPS dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.
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Tabel 4.1
Proporsi Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Bintan 2010-2014

Jumlah Laju Jumlah Persentase
Tahun Pertumbuhan Penduduk
Penduduk .. Penduduk
(Jiwa) Penduduk Miskin Miskin
(%) (Jiwa)
2010 143.020 2,59 10.545 7.34
2011 145.057 1,42 9.307 6,04
2012 147.212 149 10.000 6,29
2013 149.120 1,3 9325 6,23
2014 151.123 1,34 9.600 6,32

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2015

| Pada tabel 4.1 tergambar bahwa terjadi penurunan penduduk miskin di
Kabupaten Bintan, dimana pada tahun 2010 persentase penduduk miskin sebesar
7,34 % atau sebanyak 10.545 jiwa menurun selama 5 tahun yaitu menjadi 6,32 %
tahun 2014 atau sebesar 9.600 jiwa, walaupun terjadi penurunan yang cukup tajam
di tahun 2011 yaitu sebesar 6,04 %, di tahun 2012 naik menjadi 6,29 % dan

menurun di tahun 2013 sebesar 6,23 %.

a. Fokus Kesejahteraan Sosial pada Aspek Kesehatan
1) Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bintan tahun 2014 sebesar 7,2
per 1.000 Kelahiran Hidup (23 kasus), bila dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya terjadi penurunan AKB yaitu: 8,49 per 1.000 KH (2012) dan 7,50 per
1.000 KH (2013). Angka kematian bayi nasional berada di 32 kematian per 1.000
kelahiran hidup. AKB Kabupaten Bintan sudah berada pada tingkat yang cukup

baik.
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Terlihat bahwa target capaian angka kematian bayi di Kabupaten

Bintan mengalami perubahan, dimana target yang ditetapkan pada tahun 2011

| ' sebesar 7 per 1.000 kelahiran hidup turun menjadi 6 per 1.000 kelahiran hidup
|

| pada tahun 2012 dan naik sebesar dua kali lipat untuk tahun 2013 dan 2014 yaitu
! sebesar 13 per 1.000 kelahiran hidup, capaian yang didapat sebesar 7,2 per 1.000

kelahiran hidup tahun 2014.
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Grafik 4.1

E Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup 2010 — 2014
l | Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bintan, tahun 2015

2) Angka Kematian Balita

il Angka Kematian Anak Balita (AKABA) di Kabupaten Bintan tahun
2014 sebesar 1,25 per 1.000 Kelahiran Hidup (4 kasus), bila
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan AKABA yaitu:
1,31 per 1.000 KH (2012) dan 2,63 per 1000 KH (2013). Angka kematian balita

nasional menurut Rancangan Awal RPIMN 2015 - 2019 berada di angka 40

kematian per 1.000 balita. Hal ini berarti AKABA di Kabupaten Bintan sudah

cukup rendah.
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Angka Kematian Balita di Kabupaten Bintan seperti terlihat pada grafik

4.2 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2010 capaian sebesar 9,85
per 1.000 KH menurun dengan tajam menjadi 1,00 per 1.000 KH dan naik sedikit
menjadi 1,35 per 1.000 KH pada tahun 2012, serta naik tajam pada tahun 2013
sebesar 10,20 per 1.000 KH dimana melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar

5,00 per 1.000 KH.
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Grafik 4.2

Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup 2010 - 2014
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bintan, tahun 2015

1) Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bintan tahun 2014 sebesar 126
per 100.000 Kelahiran Hidup (4 kasus), bila dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya terjadi penurunan AKI yaitu: 327 per 100.000 KH (2012) dan 164 per
100.000 KH (2013). Angka ini masih lebih baik dari angka kematian ibu
melahirkan nasional yang berada di 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup.

Apabila dilihat dari target yang ditetapkan selama periode waktu 2010 —
2014, terlihat bahwa capaian yang telah berhasil melebihi target yang ditetapkan

adalah capaian di tahun 2013 dan 2014, dimana di tahun 2013 sebesar 164 per
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100.000 KH dari target 199,99 per 100.000 KH, dan di tahun 2014 tercapai 126
per 100.000 KH dari target yang telah ditetapkan sebesar 199,99 per 100.000 KH.
Adapun di tahun 2010, 2011 dan 2012 capaiannya masih jauh berbeda dari target

yang telah ditetapkan.

LS

Graﬁk 43
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 2010 — 2014
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bintan, tahun 2015
2) Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata banyak tahun
yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Indikator ini dapat digunakan
untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan penduduk secara umum. Karena salah satu komponen kesejahteraan
adalah kualitas kesehatan yang dapat diturunkan melalui umur harapan hidup.

Dari grafik 4.4 di bawah terlihat bahwa usia harapan hidup mayarakat
Kabupaten Bintan terus meningkat, dimulai pada tahun 2010 dimana angka
harapan hidup penduduk Bintan berada di usia 69,71 tahun dan terus meningkat di
tahun 2011 sampai 2014, yaitu 69,76 tahun, 69,8 tahun, 69,91 tahun dan 69,98

tahun, dan diperkirakan untuk tahun 2021 sesuai dengan target RPJMD (Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah) setinggi 70 tahun akan tercapai.

701
70 - et
69.9 - i
695+
69T
; 69.6 1! |
i

8]
O
ot O
LI o ]
v
.l
¥
1
'
;
'
.
v
~]
(o]

69.8 gk b t1Angka Harapan Hidup

S

TN P i msent e

e

i
1
B
) i
i

il e Lt
LR ot s

2

13 2014 2015 20:6 2017 2018 2019 2020 202:

58

[ 69.5
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Angka Harapan Hidup
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bintan, tahun 2015

3) Persentase Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk adalah status gizi balita sangat kurus berdasarkan Standar
Antropometri. Berat badan dibanding tinggi badan atau panjang badan (BB/TB),
nilai ambang batas z score <-3 SD. Prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten
Bintan tahun 2014 sebesar 0,21 persen (26 kasus dari 11.860 Balita yang
ditimbang). Angka ini lebih rendah dibanding angka gizi buruk Provinsi
Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2013 (Riskesdas, 2013) dimana angka gizi
buruk Provinsi Kepulauan Riau 6 persen dan angka gizi buruk Nasional 5,3
persen. Sedangkan target Nasional adalah <10 (kurang dari sepuluh) persen.
Kalau dilibat, tren preyalensi gizi buruk Kabupaten Bintan lima tahun terakhir

terlihat peningkatan di tahun 2013 (57 kasus) dan terjadi penurunan sebesar 0,21

persen pada tahun 2014,
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I Balita Gizi Buruk Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014
Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2015

b. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

| Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah

jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di
satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Sarana kesehatan strata
pertama adalah tempat pelayanan kesehatan yang meliputi Puskesmas, Balai
Pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal untuk kabupaten dan kota di
seluruh Indonesia, target yang harus dicapai oleh masing-masing kabupaten untuk
indikator cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien miskin adalah 100 % di tahun
2015. Berdasarkan data perkembangan cakupan pelayanan kesehatan dasar

masyarakat di Kabupaten Bintan, terjadi peningkatan dari tahun 2010 hingga

2014. Selama tahun 2011 sampai dengan 2014 cakupan pelayanan dasar untuk

masyarakat miskin mencapai 100 %, sehingga memenuhi target SPM Indonesia.
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Tabel 4.2
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin
di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

) . Tahun

Indikator Kinetja 00T 5677 T o012 | 2013 | 2014
Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan | g4 3000 | 100% | 100% | 100% | 100%
pasten masyarakat
miskin

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2015

Pada tahun 2014 jumlah pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan bagi
masyarakat miskin Kabupaten Bintan sebesar 4.653 kunjungan dengan rincian
pelayanan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebesar 2.445
kunjungan dan yang menggunakan Kartu Bintan Sejahtera (KBS) sebesar 2.208
kunjungan. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebanyak
3486 kunjuhgan dari 1.167 kunjungan (2013). Hal ini disebabkan karena
kurangnya pemahaman masyarakat tentang SKTM, sebagian masyarakat
menganggap SKTM adalah hak bagi semua masyarakat sebagai jaminan
kesehatan, padahal sesuai namanya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)
hanya berlaku bagi masyarakat tidak mampu. Upaya-upaya yang dilakukan untuk
menurunkan jumlah pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat
miskin tahun 2015 adalah mengarahkan masyarakat yang menggunakan SKTM
untuk mendaftar ke BPJS Kesehatan, karena premi asuransi BPJS Kesehatan tidak
terlalu besar untuk pelayanan kelas I1I, yaitu 25.500 per bulan per jiwa, dimana

pemerintah mengharapkan adanya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta

JKN Mandiri.
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c. Analisis Isu-Isu Strategis di Bidang Kesehatan

Masih dijumpai permasalahan-permasalahan di bidang kesehatan, baik
jangkauan layanan, aksesibilitas maupun kualitas dan kuantitas pelayanan.
Beberapa indikator dapat dilihat sebagai berikut:

1) Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai general indicator kualitas
kesehatan menunjukkan peningkatan, pada tahun 2010 adalah 69,71 tahun,
meningkat pada tahun 2014 menjadi 69,98 tahun, kondisi ini sudah berada di
atas rata-rata Nasional 69,65 tahun, dan di atas rata-rata Provinsi Kepulavan
Riau 69,85 tahun. AHH secara umum dipengaruhi oleh kualitas hidup
masyarakat, dimulai dari asupan nutrisi yang cukup, pola hidup sehat,
penanganan penyakit dan kualitas lingkungan yang baik, sehingga masih bisa
diupayakan untuk meningkat pada masa yang akan datang;

2) Masih ditemukannya angka kematian bayi yang merupakan indikator
perhitungan kelangsungan hidup bayi sejumlah 7,5 per 1000 kelahiran hidup
pada tahun 2013 dan menurun menjadi 7,2 pada tahun 2014. Meskipun
demikian, angka kematian bayi masih di bawah standar nasional, sehingga
perlu menjadi perhatian pemerintah mendatang;

3) Masih ditemukan balita dengan gizi buruk pada tahun 2014 sejumlah 0,21 %,
sehingga tetap memerlukan penanganan lebih lanjut dan dilakukan deteksi dini
pertumbuhan dan perkembangan anak dengan unit-unit pelayanan kesehatan
yang telah ada;

4) Terdapat penderita HIV/AIDS pada tahun 2014 sejumlah 58 orang,

sehingga perlu penanganan sangat serius mengingat penyakit ini tergolong
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menular dan mematikan Dalam jangka panjang, perlu ditargetkan untuk tidak
ada lagi penderita HIV/A]DS;

5) Masih ditemukan penyandang cacat sejumlah 478 jiwa pada tahun 2014,
khususnya cacat bawaan. Hal ini disebabkan banyak faktor, yakni dimulai
sejak anak di dalam kandungan, pengaruh penyakit menular, nutrisi, maupun

genetis, sehingga pepanggulangannya perlu dilaksanakan secara komprehensif

dan berkelanjutan.

d. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
1) Visi
Visi Kabupaten Bintan tahun 2016-2021 adalah: “Terwujudnya Kabupaten

Bintan yang Madani dan Sejahtera Melalui Pencapaian Bintan Gemilang 2025

(Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata, dan Kebudayaan)”.

2) Misi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut maka
ditentukan 8 (delapan) misi pembangunan 2016-2021 yang akan dicapai yaitu:

a) Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya
saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi local terutama di bidang
pariwisata dan kelautan.

b) Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan
merata.

¢) Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan

sepenuh hati.
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d) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa
bersaing dalam kompetisi global.
¢) Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya
Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat.
f) Mengoptimalkan pemberdayaan masayarakat, mewujudkan Kesejahteraan
Sosial dan pengarus-utamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan.
g) Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan.
h) Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan

lingkungan hidup yang berkelanjutan.

e. Tujuan dan Sasaran di Bidang Kesehatan (Misi ke-4)

Tujuan: Meningkatkan derajat keschatan masyarakat yang tinggi dengan
pelayanan yang terjangkau dan berkualitas.
Sasaran:
1) Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu, anak dan lansia serta
pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan serta
ketersediaan obat dan alat kesehatan.
3) Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin serta

pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat. -

f, Gambarar Umum Responden Penelitian
Responden dalam penelitian ini dilakukan terhadap Kepala UPTD

Puskesmas se-Kabupaten Bintan yang merupakan tempat pelayanan kesehatan
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gratis dijalankan, yaitu 15 Kepala Puskesmas di 10 kecamatan, yang terdiri dari

Kepala Puskesmas Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara, Kepala Puskesmas

Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kepala Puskesmas Teluk Sebong
| Kecamatan Teluk Sebong, Kepala Puskesmas Berakit Kecamatan Teluk Sebong,
Kepala Puskesmas Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong, Kepala Puskesmas Kuala
Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kepala Puskesmas Teluk Bintan
Kecamatan Teluk Bintan, Kepala Puskesmas Toapaya Kecamatan Toapaya,
Kepala Puskesmas Kawal Kecamatan Gunung Kijang, Kepala Puskesmas Sei
Lekop Kecamatan Bintan Timur, Kepala Puskesmas Kijang Kecamatan Bintan

Timur, Kepala Puskesmas Kelong Kecamatan Bintan Pesisir, Kepala Puskesmas

Numbing Kecamatan Bintan Pesisir, Kepala Puskesmas Mantang Kecamatan
Mantang dan Kepala Puskesmas Tambelan Kecamatan Tambelan.

Dari data dibawah pada Tabel 4.3, terlihat bahwa terdapat beberapa
Puskesmas yang keberadaannya di-dalam satu kecamatan, yaitu Puskesmas Teluk
Sebong, Berakit dan Sri Bintan berada dalam satu Kecamatan Teluk Sebong,
Puskesmas Kijang dan Sei Lekop berada di Kecamatan Bintan Timur, serta
Puskesmas Kelong dan Numbing berada di Kecamatan Bintan Pesisir.

Jumlah penduduk yang berada di wilayah kerja Puskesmas, dapat dilihat
bahwa Puskesmas dengan jumlah penduduk yang besar berada di Puskesmas
Kijang dan Puskesmas Tanjung Uban, dimana masing-masing Puskesmas

dipersiapkan untuk melayani 33.512 jiwa dan 21.470 jiwa yang merupakan 20,1

% dan 14,8 % dari jumlah penduduk di Kabupaten Bintan. Sementara, Puskesmas
dengan jumlah penduduk terkecil yang dilayani adalah Puskesmas Berakit dengan

2.902 jiwa (2 %), Puskesmas Numbing dengan 3.034 jiwa (2,1 %), Puskesmas
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Kelong dengan 4.115 jiwa (2,8 %), Puskesmas Mantang dengan 4.185 jiwa (2,9

%) dan Puskesmas Tambelan dengan 4.339 jiwa (3 %).

Data Puskesmas Se-Kabupaten gﬁ:ﬁin Jumlah Penduduk Tahun 2017

NO| PUSKESMAS | KECAMATAN | JJMUAS | %
1 | Tanjung Uban Bintan Utara 21.470 14,8
2 | Teluk Sasah Seri Kuala Lobam 12.966 8,9
3 | Teluk Sebong Teluk Sebong 9.292 6,4
4 | Berakit Teluk Sebong 2.902 2
5 | Sri Bintan Teluk Sebong 6.342 4.4
6 | Kuala Sempang | Seri Kuala Lobam 6.157 42
7 | Teluk Bintan Teluk Bintan 5.025 3,5
8 | Toapaya Toapaya 11.252 7,7
9 | Kawal Gunung Kijang 12.583 8,7
10 | Kijang Bintan Timur 33.512 20,1
11 | Sei Lekop Bintan Timur 8.115 8,6
12 | Kelong Bintan Pesisir 4.115 2,8
13 | Numbing Bintan Pesisir 3.034 2,1
14 | Mantang Mantang 4.185 2,9
15 | Tambelan Tambelan 4.339 3

145.289

Sumber: Disdukcapil Bintan, 2017

Adapun jumlah kunjungan Rawat Jalan yang telah dilaksanakan pada

tahun 2016 di seluruh Puskesmas dapat dilihat pada tabel dibawah.
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NO | PUSKESMAS | KECAMATAN |KUNJUNGAN| %
1 | Tanjung Uban Bintan Utara 20.025 15,46%
2 | Teluk Sasah Seri Kuala Lobam 12.591 9.72%
3 | Teluk Sebong Teluk Sebong 14.462 11,16%
4 | Berakit Teluk Sebong 1.480 1,14%
5 | Sri Bintan Teluk Sebong 6.277 4,85%
6 | Kuala Sempang | Seri Kuala Lobam 5275 4,07%
7 | Teluk Bintan Teluk Bintan 7.161 5,53%
8 | Toapaya Toapaya 5.582 431%
9 | Kawal Gunung Kijang 6.866 530%
10 | Kijang Bintan Timur 14.560 11,24%
11 | Sei Lekop Bintan Timur 6.965 538%
12 | Kelong Bintan Pesisir 6.006 4,64%
13 | Numbing Bintan Pesisir 4.388 3.39%
14 | Mantang Mantang 5.224 4,03%
15 | Tambelan Tambelan 12.678 9,79%

Jumlah Kunjungan Rawat Jalan 2016 129.540 100%

Sumber; Profil Kesehatan Kabupaten Bintan 2016

Dari tabel di atas didapatkan bahwa persentase kunjungan Rawat Jalan

terbesar terjadi di Puskesmas Tanjung Uban sebanyak 20.025 kunjungan Rawat

Jalan (15,46 %), Puskesmas Kijang sebanyak 14.560 kunjungan (11,24 %) dan

Puskesmas Teluk Sebong sebanyak 14.462 kunjungan (11,16 %) dan Puskesmas

yang kunjungannya terendah terjadi pada Puskesmas Berakit sebanyak 1.430

kunjungan (1,14 %).
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Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bintan sampai dengan

tahun 2016 didapat dari dua sumber, yaitu dari Dinas Kesehatan melalui Seksi

JPKM dan data yang didapat dari BPJS Kesehatan Cabang Bintan.

Tabel 4.5
Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Kab. Bintan Tahun 2016
NO | JENIS JAMINAN KESEHATAN JUMLAH %
L. JKN 80.716 59,69
1. PBI APBN e 31000 (e 2134
2. PBIAPBD e 4240 |e 292
3. Pekerja Penerima Upah (PPU) e 41.183 | e 2835
4. Pekerja Bukan Penerima Upah|e 9115 |e 627
(PBPU)/Mandin
5. Bukan Pekerja (BP) e 1.178 | 081
2. | Jamkesda 5.000 3,44
3. Asuransi Swasta 0 0
4 Asuransi Perusahaan 0 0
TOTAL | 91.716 63,13

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Bintan, 2016

Dari data di atas didapat bahwa penduduk yang telah terlindungi Jaminan

Kesehatan sebanyak 91.716 jiwa atau sekitar 63,13 % schingga masih terdapat

sekitar 36,87 % penduduk yang belum memiliki Jaminan Kesehatan atau

sebanyak 53.565 jiwa.

2016 sebagai berikut:
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Tabel 4.6
Data Kepesertaan JKN Tahun 2016
NO | JENIS JAMINAN KESEHATAN JUMLAH
1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) 30.398
2. Bukan PBI
e Pekerja Penerima Upah (PPU) 41.183
o Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 9.115
3. Bukan Pekerja 1.178
4. Jamkesda dan PJKMU Askes (transisi) | 4.269
TOTAL | 86.143
Jumlah Penduduk | 144.096
% Kepesertaan | 59,78

Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Bintan Tahun 2016

dengan Desember 2016 terdapat kepesertaan Jaminan Kesehatan sebesar 59,78 %
dari jumlah penduduk atau sebanyak 86.143 jiwa, sehingga yang belum terdafiar
menjadi peserta dari 144.096 jiwa penduduk adalah sebanyak 57.143 jiwa atau

sebesar 40,22 %.

Dari data yang diperoleh di BPJS Kesehatan Cabang Bintan, sampal

Pemerintah Kabupaten Bintan dalam upaya menjadikan seluruh penduduk ‘
terlindungi Jaminan Kesehatan mengupayakan terobosan baru melalui kebijakan
pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas dan Rawat Inap Kelas IIT di RSUD

Bintan dengan harapan di tahun 2019 seluruh tercapai lotal coverage.
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Tabel 4.7
Jumlah Masyarakat Prasejahtera Kabupaten Bintan Tahun 2015
JUMLAH JUNLAH MASYARAKAT %
No. |  KECAMATAN | DESA/KELURAHAN PENDUDUK PRASEJAHTERA KEMISKINAN
|| BINTANPESISR | AIR GLUBI &8 319 552
KELONG 3312 45 2098
MAPUR 905 320 .36
NUMEING 303 746 24,59
SUBTOTAL | .. 7149 - 80 %616
T | BINTANTIMUR | GN LENGKUAS % 1002 17,60
KIANG KOTA %75 3.903 14,60
SEIENAM 2421 8 1437
SEILEKOP 6787 1431 16,66
SUBTOTAL 41.627 6.384 1534
il | BINTANUTARA | LANGANG KUNING 1.340 2 9.03
TG UBANKOTA 8288 1907 24,10
TG UBAN SELATAN 5971 706 1.8
TG UBAN TIMUR 1178 231 19,61
TG UBAN UTARA 4693 365 5,50
SUBTOTAL 21470 3360 | 1565
V| GNKIANG GN KIJANG ) 34 16,04
KAWAL 6.189 1264 2042
MALANG RAPAT 2470 4% 20,09
TELUK BAKAU 195 18 9,45
SUBTOTAL [ T s | T T T iy [ AT
V| MANTANG DENDUN ) 217 214
MANTANG BARU 5 i 175
MANTANG BESAR 1330 29 1872
MANTANG LAMA 930 & 6.99
L L S
VI | SERIKUALA BUSUNG 1314 485 %91
LOBAM
KUALA SEMPANG 178 738 2268
TG PERMA 380 408 12,40
TL LOBAN 2787 283 17,33
TL SASAH 6.800 9 a7
SUBTOTAL 16,000 3053 19,13
Vil | TAMBELAN BATU LEPUK 500 217 85,40
KP HILIR 1967 78 57,06
KP MELAYU 556 579 4761
KUKUP 708 55 7274
PENGIKIK % 126 2127
WENTEBUNG 732 2% 97,41
PULAU PINANG 165 141 8545
TL SEKUNI 782 264 50.34
SUBTOTAL R 3751 5340
VIl | TLBINTAN BINTANBUYU 2457 o) 13,41
PANGKIL 1317 190 443
PENAGA 1779 a5 25,58
PENGUJAN 13% 214 16,03
TEMBELING 1192 %5 28.94
TEMBELING 2516 o 16,77
TANJUNG
SUBTOTAL 10506 T8 | 183
IX_| TELUK SEBONG | BERAKIT 1.808 55 30.64
EKANG ANCULA 1843 156 8.45
KOTABARU 2121 77 10,70
PENGUDANG 1.004 279 2550
SEBONG LAGO! 3518 636 18,08
SEBONG PEREH 3653 512 14,00
SRIBINTAN 3082 37 18,17
SUBTOTAL 16.079 27% 701
X | TOAPAYA TOAPAYA 1435 31 2516
TOAPAYA ASHI 3565 285 13,60
TOAPAYA SELATAN 4853 705 1453
TOAPAYA UTARA 1.399 257 16.94
SUBTOTAL .22 1788 15,80
GRAND TOTAL 145.289 26790 18,44

Sumber: Pemutahiran Basis Data Terpadu TNP2K Tahun 2015
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B. Hasil Penelitian

1) Gambaran Umum Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang
“Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rawat
Inap Kelas IIT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan™.

Kebijakan Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang
“Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rawat
Inap Kelas III RSUD Kabupaten Bintan” dilatarbelakangi oleh :

a) Tujuan Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang
“Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Keschatan Masyarakat
dan Rawat Inap Kelas Il Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Bintan”

Dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang
“Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat
dan Rawat Inap Kelas IIT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Bintan” dalam Bab II (Tujuan dan Sasaran), Pasal 2 dijelaskan:
“Tujuan  umum pelaksanaan pelayanan keschatan dasar di
Puskesmas dan Rawat Inap Kelas III RSUD gratis adalah
meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan
terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Bintan guna tercapainya
derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien”.
Pasal 3 disebutkan: Tujuan khusus pelaksanaan pelayanan kesehatan
dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rawat Inap Kelas Il RSUD

gratis adalah: (a) membantu dan meringankan beban masyarakat dalam
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pembiayaan pelayanan kesebatan; (b) meningkatnya cakupan
masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas
beserta jaringannya dan pada Rumah Sakit rujukan milik Pemerintah
Daerah; (c) meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di daerah; (d) meningkatnya pemerataan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat di daerah; (e) terselenggaranya jaminan
pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah.

Sasaran Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang
“Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat
dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Bintan”

Dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang
“Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat
dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Bintan” dalam Bab II Pasal 4 dijelaskan: “Sasaran Penyelenggaraan
Pelayanan Keschatan dasar Gratis adalah scluruh masyarakat
Kabupaten Binfan yang tidak terlindungi oleh jaminan pelayanan
kesehatan oleh BPJS atau Jaminan Kesehatan lainnya”.

Dengan demikian, sasaran dengan adanya Peraturan
Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang “Pelayanan Kesehatan
Dasar Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rawat Inap Kelas III
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan” adalah seluruh

masyarakat Kabupaten Bintan yang tidak terlindungi oleh jaminan

pelayanan kesehatan.
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¢) Dasar Hukum Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang

“Pelayanan Keschatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat

dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Bintan™ adalah :

(1) Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945;

(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang “Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah” (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896);

(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang “Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

(4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

(5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang “Kesehatan”
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

(6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintah

Daerah” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587);

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang “Perubahan
Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan”

.i' : (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605),

(8) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 tentang

“Retribusi Jasa Umum” (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan

Tahun 2011 Nomor 3);

' I d) Peserta Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang
“Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat
o dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Bintan” dalam Bab I Pasal 5 dijelaskan: “Peserta pelayanan
kesehatan dasar gratis di Puskesmas dan Rawat Inap Kelas IIl RSUD
adalah seluruh masyarakat di daerah dengan menunjukkan: (1)
identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
daerah; (2) Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga atau Kartu Tanda
: Penduduk Elektronik dari ibu yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah khusus anak baru lahir
sampai dengan umur 17 (tujuh belas) tahun”, dan di Pasal 6
dijelaskan: “Pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas dan
Rawat Inap Kelas IIl RSUD dikecualikan bagi masyarakat di daerah

yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan Jainnya atau telah terdaftar

sebagai peserta BPJS Kesehatan™.

Hasil penelitian dapat dilihat dari progres kepesertaan Jaminan Pelayanan

Kesehatan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang
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Kesehatan di wilayah Kabupaten Bintan yang diambil dari BPJS Kesehatan
Cabang Bintan periode Januari sampai dengan Juli 2017, serta data peserta yang

telah menjadi peserta JKN namun menunggak dalam pembayaran premi bulanan.
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Gambar 4.2 Data Cakupan JKN 2016d

Hal ini dimaksudkan sesuai dengan tujuan dilaksanakannya kebijakan
Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016, salah satunya yaitu terselenggaranya
jaminan pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di daerah, dimana hal ini
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 6 yang
menyatakan bahwa pada tanggal 1 Januari 2019 seluruh rakyat Indonesia wajib

menjadi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS

Kesehatan, sebagaimana juga yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor

111 Tahun 2013 tentang “Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2013 tentang Jaminan Kesehatan™.

Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional seperti yang dimaksud dalam

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 serta Peraturan Presiden Nomor 111
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Tahun 2013 tentang “Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan” dalam Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa ‘“Peserta
Jaminan Kesehatan meliputi: (a) PBI Jaminan Kesehatan dan (b) bukan PBI
Jaminan Kesehatan”. Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa “Peserta PBI Jaminan |
Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak manipu”,
sedangkan pada Pasal 4 dijelaskan “Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan
merupakan peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang
terdiri atas: (a) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya; (b) Pekerja
Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya dan (c¢) Bukan Pekerja dan
anggota keluarganya”. |

Pekerja Penerima Upah terdiri atas: (a) Pegawai Negeri Sipil; (b) Anggota
TNI; (c) Anggota Polri; (d) Pejabat Negara; (¢) Pegawai Pemerintah Non-Pegawai
Negeri; (f) Pegawai swasta; dan (g) Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a
sampai dengan huruf f yang menerima upah.

Pekerja Bukan Penerima Upah terdiri atas: (a) Pekerja di luar hubungan
kerja atau pekerja mandiri dan (b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang
bukan penerima upah.

Bukan Pekerja terdiri atas: (a) investor; (b) Pemberi Kerja; (c) Penerima
pensiun; (d) Veteran; (e) Perintis Kemerdekaan dan (f) Bukan pekerja yang tidak
termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf € yang mampu membayar iuran.

Penerima pensiun terdiri atas: (a) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti
dengan hak pensiun; (b) Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan
hak pensiun; (c¢) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun; (d) Penerima

pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf ¢ dan (¢) Janda, duda, atau anak yatim
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I huruf d yang mendapat hak pensiun.

Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, dan Pekerja Bukan
Penerima Upah dan anggota keluarganya termasuk warga negara asing yang
bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. Pekerja Penerima Upah
! sebagaimana dimaksud terdiri atas: (a) Pegawai Negeri Sipil; (b) Anggota TNI,
l'l (c) Anggota Polri; (d) Pejabat Negara; (¢) Pegawai Pemerintah Non-Pegawai
{ , i Negeri; (f) Pegawai swasta dan (g) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai
Il dengan huruf f yang menerima upah.

Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud terdiri atas: (a) investor; (b)
Pemberi Kerja; (c) Penerima pensiun; (d) Veteran; (e) Perintis Kemerdekaan dan

(f) Bukan pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang
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Gambar 4.3 Progres Kepesertaan JKN Januari — Juli 2017

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

e




Tabel 4.8

43444

74

|
|
.
‘ |
‘ / I( Data Kepesertaan JKN Kabupaten Bintan s/d Juli 2017
’4

Sumber : BPIS Kesehatan Cabang Bintan Tahun 2017

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

! Dati I KAB. BINTAN (KEPRI)

g REALISASI BULAN Des16 | Jan17 | Feb17 | Mar17 | Apr17 |Mei2017|Juni 2017 Juli 2017
K Penerima Bantuan luran {PBI) 30.398) 30.656) 30.626| 30.591 30551} 30.527| 30.527] 30.849
iIE a.PN§ 7211  7.235] 7.251| 7262 7262 1275 7461) 1.260
; b. TNI/POLRI/ PNS Kemhan/Polri 2114) 2141 2207) 2289 2283 2290 2104 2302
/ ¢. Pejabat Negara - 1 1 76 8 83
f ! d. Pegawai Pemerintah Non PNS 1498\ 1112{ 1116 1130 1324 1527 1700} 1834
,‘ | Pekerja  |Pegawal BUMIN - - - - - -
(‘f } PenerimaUpah [PeE2wai BUMD 152 153) 16| 157|161 16| 13| 1@
; ,Bukan (PPU) .Pegawai llilsjam?:stek 13.749| 13.669 13.090] 13.075| 12505
) " |1 i Swasta/Lainnya l;i‘i“’; WS2| t64s9| 16.173| 300%6| 30219| 28817| 155%| 1584 15716

l Pekerja Penerima Upah selain a) - e) -

‘ ' ! Warga Asing bekerja 2 6 Bulan - - -
; Sub Total PPU 41183 40.483) 40.786| 41.068] 30.862] 40.011| 40.421| 39.867
i PekerjaBukan |a.Pekerja Mandiri (PM} 9.115{ 9.175| 94071 9718 9973{ 10.313| 10573 10.879

' J PenerimaUpah |b. PBPU selain PM - - - -
(PBPU) Sub Total PBPU 9.115| 9.175| 9.407{ 9.718] 9973} 10313] 10.573| 10.879
: a. Investor - - 3 3 3 3
| b. Perberi Kerja 0 1 10| | 16 6] 1| 16
] Eks Askes Sosial 785 781 78 780 778 781 846 782
S T w7 30 3w| s 3w| | | 3w

Pensiun (PP)
Bukan { Bukan Pekerja PP Pejabat Negara - - - - - -
i PBl (8P) d. Veteran 71 71 1 P! ! ! n 74
|| e. Perintis Kemerdekaan (PK) 5 5 5 5 5 5 5 5
( f. Penerima Pensiun Swasta - - - -

, g. BP Mampu Bayar selain a) - f) - - - -
| Sub Total BP 1178 1177) 11791 1173 1175 1176 1181 1182
,( Jamkesda dan PJKMU Askes (transisi) 4269 7809 8192 8.608| 9547 9580 9742f 9737
| Total 86.1431 89.3001 90.1301 91.158) 911081 91.607{ 92.444| 92514
Jumlah Penduduk 144.09% | 144.095 | 144.096 | 144.096 | 144.096 | 144.086 | 144.096 | 144.09%
% kepesertaan 59,78% | 61,97% | 62,58% | 63,26% | 63,23% { 63,5/% | 64,15% | 64,20%
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Dari data pada tabel 4.8 di atas, kenaikan kepesertaan dapat dilihat berapa
kepesertaan yang telah mengikuti program JKN baik itu kepesertaan PBI
(Penerima Bantuan Iuran), Bukan Penerima Bantuan ITuran dan dari kepesertaan
Jamkesda yang diintegrasikan ke Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh
BPJS Kesehatan. Namun kepesertaan yang menunggak pembayaran premi
bulanan tidak terlibat. Untuk mengetahuinya, maka diambil data yang telah diolah

dari kepesertaan yang menunggak pembayaran premi.

bel 4.
Progres Kepesertaan JKN d?;a?)up:ten Bintan sampai Juli 2017
% JUMLAH | JUMLAH
KENAIKAN {PENAMBAH| PESERTA
BULAN JH % KEPESERTA- AN MENUNG %
AN PESERTA GAK
DESEMBER 2016 86.143] 59,78% 5.599 6,50%
JANUARI 2017 89.300| 61,97% 2,19% 3.157 5.889 6,59%
FEBRUARI 2017 90.190{ 62,59% 0,62% 890 6.182 6,85%
MARET 2017 91.158] 63,26% 0,67% 968 6.524 7,16%
APRIL 2017 91.108{ 63,23% -0,03% -50 6.979 7,66%
MEI 2017 91.607| 63,57% 0,35% 499 7.581 8,28%
JUNJ 2017 92.4441 64,15% 0,58% 837 8.556 9,26%
JULI 2017 92.514} 64,20% 0,05% 70 NA

Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Bintan Tahun 2017

Dari data tabel 4.9 di atas, didapat bahwa terdapat kenaikan kepesertaan
dari bulan Desember 2016 ke bulan Januari 2017 sebanyak 3.157 peserta atau
sebesar 2,19 %, di bulan Februari terjadi penambahan sebanyak 890 peserta atau
sebesar 0,62 %, di bulan Maret 2017 sebanyak 968 peserta atau sebesar 0,67 %,
di bulan April terjadi penurunan peserta sebanyak 50 peserta atau sebesar 0,03 %,

di bulan Mei terjadi penambahan peserta sebanyak 499 peserta atau sebesar 0,35
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%, di bulan Juni terjadi penambahan peserta sebanyak 837 peserta atau sebesar

0,58 % dan di bulan Juli terjadi penambahan sebanyak 70 Peserta atau sebesar
0,05 %.

: DATA KEPESERTAAN DAN NUNGGAK PREM!
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Gambar 4.4 Data Kepesertaan JKN dan Nunggak Premi

Jika dilihat pada tabel 4.9, terjadi penambahan kepesertaan JKN di awal
tahun 2017 sampai dengan pertengahan tahun 2017 sebanyak 6.371 peserta atau
sebesar 4,42 % semenjak kebijakan dilaksanakan. Namun perlu diperhatikan
bahwa di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten
Bintan tahun 2017 telah dianggarkan untuk memasukkan kepesertaan penduduk
miskin atau kurang mampu yang tidak terdaftar sebagai peserta PBI menjadi
Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Bintan, yang artinya bahwa seluruh

premi akan menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang ditagihkan

oleh BPJS Kesehatan.
Pada tabel 4.8 terlihat bahwa penambahan kepesertaan JKN sebanyak

6.371 peserta dalam 6 bulan menjalani kebijakan yang telah ditetapkan terdiri dari
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471 peserta atau sekitar 7,08 % kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang
preminya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat, terjadi penurunan kepesertaan dari
Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 20,66 % atau sebanyak 1.316 peserta yang
mana dapat dijelaskan bahwa pada waktu yang bersamaan telah terjadi Pemutusan
Hubungan Kerja bagi pekerja-pekerja di kawasan industri lobam, terjadi
penambahan kepesertaan dari Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak
1.764 peserta atau sebesar 27,69 % yaitu dari Kepésertaan Pekerja Mandiri,
terdapat penambahan sebanyak 4 peserta atau sekitar 0,06 % dari Bukan Pekerja
(BP) yaitu dari Vetaran dan Penerima Pensiun dan yang terbesar adalah dari
Jamkesda yaitu PBI melalui APBD sebanyak 5.468 peserta atau sebesar 85,83 %.
Dari tabel 4.8 dan tabel 4.9 di atas jﬁga dapat dilihat bahwa kepesertaan yang
tidak melakukan pembayaran premi JKN pada tahun 2016 sebanyak 5.599 peserta
atau sebesar 6,5 % dari total kepesertaan sampai dengan Desember tahun 2016
sebanyak 86.143 peserta. Dengan dimulainya kebijakan ini, di awal tahun 2017
peserta JKN yang tidak melakukan kewajiban membayar premi JKN bulanan pada
bulan Januari bertambah lagi sebanyak 290 peserta sehingga menjadi sebanyak
5.889 peserta atau sekitar 6,59 % dari total kepesertaan di bulan Januari sebanyak
89.300 peserta, di bulan Februari yang tidak melakukan pembayaran premi JKN
bertambah sebanyak 293 peserta menjadi 6.182 peserta yang menunggak atau
sebesar 6,85 % dari total kepesertaan di bulan Februari sebanyak 90.190 peserta,
di bulan Maret yang tidak melakukan pembayaran premi JKN bertambah
sebanyak 342 peserta menjadi 6.524 peserta yang menunggak atau sebesar 7,16 %
dari total kepesertaan di bulan Maret sebanyak 91.158 peserta, di bulan April yang

tidak melakukan pembayaran premi JKN bertambah sebanyak 455 peserta
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menjadi 6.979 peserta yang menunggak atau sebesar 7,66 % dari total kepesertaan
di bulan April sebanyak 91.108 peserta, di bulan Mei yang tidak melakukan
pembayaran premi JKN bertambah sebanyak 602 peserta menjadi 7.581 peserta
yang menunggak atau sebesar 8,28 % dari total kepesertaan di Bulan Mei
sebanyak 91.607 peserta, dan di bulan Juni yang tidak melakukan pembayaran
premi JKN bertambah sebanyak 975 peserta menjadi 8.556 peserta yang
menunggak atau sebesar 9,26 % dari total kepesertaan di bulan Juni sebanyak

92.444 peserta.

C. Pembahasan

Dalam pembahsan penelitian ini akan merujuk pada teori yang dikemukakan
oleh Bridgmand dan Davis, Badjuri dan Yuwono, dimana berdasarkan teori yang
dikemukakan terdapat empat aspek yang akan dikaji dalam melakukan penelitian
ini, keempat aspek tersebut adalah ; Pertama, input (masukan) dimana pada aspek
ini akan mengamati (a) sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang
diperlukan untuk melaksanakan kebijakan Peraturan Bupati Bintan Nomor 35
Tahun 2016 tentang “Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas dan Rawat
Inap Kelas Il RSUD Bintan”, dan (b) sumber daya manusia, uang dan atau
infrastruktur pendukung lainnya yang diperlukan. Kedua, proses (proses) adalah
salah satu aspekyang diamati dengan (a) kebijakan yang ditransformasikan dalam
bentuk pelayanan dari kebijakan ini kepada masyarakat, dan (b) Efektivitas dan
efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Ketiga, output (hasil) dalam aspek ini
dilakukan dengan mengamati (a) hasil atau produk yang dihasilkan oleh kebijakan

ini dan (b) berapa orang yang telah berhasil mengikuti program atau kebijakan ini.
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Keempat, outcome (dampak) salah satu aspek yang diamati dengan : (a) dampak
yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan dan (b)
dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebijakan ini. Hasil
dari penelitian ini dari keempat aspek dapat dijelaskan satu persatu sebagai
berikut:
1) Input (masukan), yang diamati dari gejala :
a) Sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk
melaksanakan kebijakan.

Sumber daya adalah semua potensi yang dimiliki untuk
melakéanakan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya secara berhasil
guna dan berdaya guna sesuai dgngan ketentuan yang berlaku. Sumber
daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan dalam
melaksanakan kebijakan peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016
tentang “Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas dan Rawat Inap
Kelas III di RSUD Bintan meliputi : penyediaan obat dan bahan habis
pakai, peralatan penunjang medis, jaringan internet serta alat tulis kantor.

Adapun sumber daya pendukung seluruhnya. ternyata sudah
mencukupi di tingkat Puskesmas, hanya di tingkat Dinas Kesehatan terjadi
kekurangan obat dikarenakan penyediaan obat dan bahaﬁ medis habis
pakai yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dikarenakan ketersediaannya
akan terpenuhi pada triwulan keempat tahun berjalan. Namun hal ini dapat
dipenuhi oleh Puskesmas melalui Dana Kapitasi JKN dengan rekomendasi
dari dinas terhadap item-item obat yang belum tersedia dan dapat dipenuhi

oleh Puskesmas dengan memakai Dana Kapitasi. Seperti yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




43444

80
disampaikan oleh Sri Purnama Rezeki (Plh. Kepala UPTD Puskesmas
Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara) yaitu:

“Untuk kesiapan obat dan bahan habis pakai, karena Puskesmas
Tanjung Uban adalah Puskesmas BLUD, alhamdulillah tidak
mengalami kekurangan karena apabila obat dan bahan habis pakai
dari dinas tidak mencukupi maka akan digunakan biaya dari

Puskesmas untuk membelinya.” (Wawancara Rabu, 02 Agustus
2017)

Begitu pula menurut dr. Kurniawan (Kepala UPTD Puskesmas
Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam) yaitu:

“untuk ketersediaan obat sampai saat ini belum banyak masalah

masih lancar, untuk bahan habis pakai juga, karena Puskesmas

BLUD jika mengalami kekurangan bisa dianggarkan.”

(Wawancara Rabu, 02 Agustus 2017)

Senada dengan hal di atas, ketersedian obat dan bahan medis habis
pakai di Puskesmas Teluk Bintan Kecamatan Teluk Bintan seperti apa
yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas UPTD Teluk Bintan, dr. Febby
Wardhani Utami, yaitu:

“Untuk obat dan bahan habis pakai serta alat kesehatan yang ada di

Puskesmas Teluk Bintan sejauh ini memadai, hanya saja ada

beberapa obat yang habis dan bisa kami atasi dengan pembelian
obat dana JKN.” (Wawancara Jum’at, 04 Agustus 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh dr. Elly May Yulis yang
menjabat sebagai Kepala UPTD Puskesmas Toapaya Kecamatan Toapaya
sebagai berikut:

“Sejak Januari 2017, ketersediaan obat tidak pernah mengalami

kekosongan. Memang ada beberapa obat dari dinas mengalami

kekosongan, dipenuhi melalui dana kapitasi JKN, namun perlu

rekomendasi dari dinas terhadap obat-obat apa saja yang tidak
tersedia.” (Wawancara Jum’at, 04 Agustus 2017)
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Agak sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kepala
UPTD Puskesmas Mantang Kecamatan Mantang, dr. Muhammad Yamin
sebagai berikut:

“Berhubung dengan obat, karena meningkatnya jumlah kunjungan

pasien dibandingkan sebelum ada kebijakan ini, jumlah obat di

Puskesmas Mantang lebih cepat habis, akibatnya ada beberapa obat

yang kehabisan. Pada saat meminta ke Instalasi Farmasi Kabupaten

termyata obatnya belum datang. Untuk perlengkapan, dari
Kabupaten telah dilengkapi.” (Wawancara Kamis, 03 Agustus

2017)

Dari hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa ketersediaan
sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk
melaksanakan kebijakan peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016
tentang “Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bintan” sudah tergolong cukup memedai, dengan demikian
berarti tidak ada masalah pada tahap ini, hanya saja di tingkat Dinas

Kesehatan masih mengalami kekurangan.

Sumber daya manusia

Sumber daya manusia dalam penelitian ini adalah sumber daya
manusia yang terlibat atau ikut berperan dalam pelaksanaan peraturan
Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang “Pelayanan Kesehatan Dasar
Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rawat Inap kelas III di Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan” cukup banyak. Di tingkat

Puskesmas sebagal pemberi pelayanan tingkat pertama melibatkan tenaga
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medis (Dokter dan Dokter Gigi), paramedis (Perawat, Bidan, Analis
Laboratorium, Tenaga Gizi, Rekam Medis dan tenaga Apoteker) serta
tenaga nonmedis (petugas pendaftaran, petugas loket, petugas kasir dan
supir ambulans).

Seperti yang disampaikan oleh Plh. Kepala UPTD Puskesmas

Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara, Sri Purnama Rezeki, SKM

sebagai berikut:

“Ketersediaan SDM Kesehatan ditinjau dari Permenkes 75 masih
banyak kekurangan terutama di SDM fungsional seperti perawat.
Karena Puskesmas perawatan yang harus 24 jam operasional
sehingga ada tiga shiff, dengan jumlah pegawai PNS dan non-PNS
sebanyak 56 orang, namun persentase untuk dokter dan perawat
cukup kecil.” (Wawancara Rabu, 02 Agustus 2017)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Sri Purnama Rezeki,
SKM., apa yang disampaikan oleh dr. Kurniawan yang menjabat sebagai
Kepala UPTD Puskesmas Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam

adalah sebagai berikut:

“Yang jadi masalah adalah SDM yang masih kurang, karena dokter
yang ada hanya dua orang dan salah satunya sedang cuti”
(Wawancara Rabu, 02 Agustus 2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh dr. Muhammad Yamin
selaku Kepala Puskesmas UPTD Mantang Kecamatan Mantang terhadap
masalah ketersediaan SDM untuk menjalani kebijakan ini, yaitu:

“Untuk SDM kita ada kekurangan, hanya ada dua dokter termasuk

saya yang bergantian melayani. Jadi mengalami kekurangan

tenaga. Ditambah lagi Puskesmas melayani Rawat Inap dan sampai
saat ini tidak ada Analis Laboratorium.” (Wawancara Kamis, 03

Agustus 2017)
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Lain halnya dengan apa yang dialami oleh dr. Febby Wardhani
Utami terhadap ketersediaan SDM dalam menjalani kebijakan ini yaitu:
“Sejauh 1m SDM kami cukup, hanya saja ada satu Polindes yang
tidak ada tenaga bidan “. (Wawancara Jum’at, 04 Agustus 2017)
Hal ini juga disampaikan oleh Kepala UPTD Puskesmas Toapaya
Kecamatan Toapaya, dr. Elly May Yulis yaitu:
“SDM Kesehatan untuk Puskesmas Toapaya telah terpenuhi, baik

untuk pelayanan dalam gedung maupun kegiatan di luar gedung
Puskesmas sudah cukup.” (Wawancara Jum’at, 04 Agustus 2017)

Dari wawancara ini, penulis menyimpulkan bahwa sumber daya

manusia yang ada di Puskesmas dalam menjalankan kebijakan Peraturan

Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang “Pelayanan Kesehatan Dasar
Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rawat Inap kelas IIT di Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan” masih relatif berimbang antara
kekurangan SDM dan kecukupan.

Namun dapat dilihat bahwa kunjungan yang pernah dicatatkan
pada tahun 2016, khususnya pelayanan Rawat Jalan Puskesmas bahwa
kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas Tanjung Uban termasuk sangat
tinggi dan di Puskesmas Teluk Sasah termasuk tinggi sama halnya dengan
Puskesmas Toapaya dan Mantang. Namun untuk Puskesmas Teluk Bintan
kunjungan Rawat Jalannya tergolong rendah sehingga kebutuhan akan

SDM yang mencukupi masih dirasa kurang.

2) Proses, aspek yang diamati dari gejala :

a) Kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat.
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Berdasarkan tujuan dari kebijakan peraturan Bupati Bintan Nomor
35 Tahun 2016 tentang “Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pusat
Kesehatan Masyarakat dan Rawat Inap kelas IIT di Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Bintan” terlihat pada tujuan umumnya yaitu untuk
meningkatkan akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan terbadap
seluruh masyarakat Kabupaten Bintan guna tercapainya derajat kesehatan
masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien, serta tujuan khususnya
yaitu: membantu dan meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan
pelayanan kesehatan, meningkatnya cakupan masyarakat dalam
mendapatkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas beserta jaringannya
dan pada Rumah Sakit rujukan milik Pemerintah Daerah, meningkatnya
kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah, meningkatnya
pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah serta
terselenggaranya jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat
di daerah.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara Plh. Kepala UPTD
Puskesmas Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara, Sri Purnama Rezeki,
SKM sebagai berikut:

“Untuk kebijakan pemberian pelayanan kepada masyarakat

kesehatan gratis tidak ada bedanya dengan pelayanan yang umum

dan BPJS, karena tata cara pemberiannya tetap sama, hanya

mekanisme dan sistemnya yang berbeda.” (Wawancara Rabu, 02
Agustus 2017)
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Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh dr. Kurniawan
yang menjabat sebagai Kepala UPTD Puskesmas Teluk Sasah Kecamatan
Seri Kuala Lobam adalah sebagai berikut:

“Untuk pelayanan setelah kebijakan dijalankan efeknya tidak

terlalu besar dengan Puskesmas lain. Ada peningkatan namun tidak

spesifik. Dengan menunjukkan KTP masyarakat dapat berobat

gratis, walaupun tanpa ada jaminan BPJS. Ada peningkatan namun

tidak terlalu besar.” (Wawancara Rabu, 02 Agustus 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh dr. Muhammad Yamin selaku
Kepala Puskesmas UPTD Mantang Kecamatan Mantang yaitu:

“Pelayanan kepada masyarakat dilakukan seperti biasa, dilayani

semaksimalnya, seperti kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan,

sesuai dengan KTP Bintan dan digratiskan.” (Wawancara Kamis,
03 Agustus 2017)

Begitu juga apa yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Teluk Bintan

dr. Febby Wardhani Utami:

“Yang sudah dilayani walaupun ada yang tidak membawa KTP

tetap dilayani, dan akan ditelusuri dan sejaub ini tidak ada

masalah.” (Wawancara Jum’at, 04 Agustus 2017)

Dan juga seperti yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas
Toapaya, dr. Elly May Yulis terhadap kebijakan terbadap pelayanan
kepada masyarakat sebagai berikut:

“Untuk ke masyarakat selama proses pelayanan gratis tidak

mengalami kendala, yang tidak mempunyai KTP untuk pelayanan
berikutnya barus membawa KTP.” (Wawancara Jum’at, 04

Agustus 2017)

Hasil dari wawancara ini, penulis melihat bahwa tujuan kebijakan

peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang “Pelayanan
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Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rawat Inap
Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan” terhadap
pelayanan kesehatan kepada masyarakat tétap sama dan tidak membeda-
bedakan.
Efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan.

Dunn (2002:610) mengatakan bahwa “Efektivitas berarti apakah
hasil yang diinginkan telah dicapai, sedangkan efisien berarti seberapa
banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”.
Efektivitas dari kebijakan Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016
tentang “Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bintan” dalam mencapai fofal coverage atau cakupan semesta
dapat dilihat apakah akan menambah kepesertaan JKN khusuénya yang
Mandiri semakin meningkat, dimana masyarakat mempunyai kesadaran

dan kemauan untuk menjadi peserta JKN dengan kemampuan membayar

' premi asuransi secara mandiri, mengingat masyarakat miskin dan tidak

mampu sudah menjadi tanggungan Pemerintah Pusat menjadi peserta PBI
dan ditambah dengan anggaran APBD bagi masyara.kat miskin dan kurang
mampu yang tidak tercover oleh pusat menjadi tanggungan daerah menjadi
peserta PBI APBD. Hal ini dapat dilihat bahwa angka kemiskinan di
Kabupaten Bintan sebesar 6,23 % atau 9.600 jiwa. Jika dilihat bantuan
yang telah disalurkan dan menjadi tanggungan Pemerintah Pusat yang
diberikan sebanyak 30.000 jiwa serta ditambah dari APBD Kabupaten

Bintan sebesar 10.000 jiwa sehingga tidak ada lagi masyarakat miskin
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yang tidak terlindungi Jaminan Kesehatan Nasional. Dan ini berarti

o selebihnya masyarakat yang belum tercover oleh JKN sudah dikatakan

masyarakat yang mampu menjadi kepesertaan mandiri.

Efisiensi Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang
“Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat dan
Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan”
berarti dengan biaya atau dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat
‘ | mendongkrak kepesertaan menuju fofal coverage atau cakupan semesta di
\ Kabupaten Bintan, dimana Pemerintah Kabupaten Bintan untuk tahun

2017 menganggarkan untuk membantu masyarakat miskin dan kurang

mampu di lvar tanggungan PBI Pusat menjadi PBI Daerah dengan
mengeluarkan biaya sebesar Rp. 23.000,- per jiwa per bulan sebanyak
’ 10.000 jiwa selama 12 bulan.
| | Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kebijakan ini dalam
mencapai Uhniversal Health Coverage (UHC) seperti apa yang
i disampaikan oleh Plh. Kepala Puskesmas Tanjung Uban Sri Purnama
Rezeki, SKM yaitu: -
“Kalau menurut saya, kebijakan pelayanan kesehatan gratis ini
kurang efisien karepa di satu sisi membantu masyarakat untuk
2 mendapatkan pelayanan tanpa mengeluarkan biaya tapi masyarakat
! bila tidak diberikan edukasi akan menjadi manja karena tidak akan

berusaha memberdayakan dirinya karena tanpa biayapun sudah
bisa berobat.” (Wawancara Rabu, 02 Agustus 2017)

Seperti halnya juga apa yang disampaikan oleh dr. Kurniawan,
Kepala Puskesmas UPTD Teluk Sasah terhadap keefektifan dan

keefisiensian kebijakan ini, yaitu:

‘ Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

e




43444

88

“Masyarakat sekarang mengandalkan dengan KTP saja, yang
sudah punya BPJS ada beberapa yang tidak membayar karena
merasa sudah ada tanggungan lain dan yang belum menjadi peserta
BPJS tidak mendaftar ke BPJS, namun tetap dimotivasi untuk -
menjadi peserta BPJS, karena sifatnya sementara dan layanannya
terbatas.” (Wawancara Rabu, 02 Agustus 2017)

Seperti juga yang disampaikan oleh dr. Muhammad Yamin, Kepala
UPTD Puskesmas Mantang tentang efektif dan efisien kebijakan ini, yaitu:

“Kebijakan ini sebenarnya bagus, mungkin pada pelaksanaannya
yang masih kurang, seperti obat. Yang kedua, jika merujuk ke
Rumah Sakit, gratis hanya di Bintan saja, itupun kalau ada KTP.
Pada pasien yang tidak punya BPJS, yang harus dirujuk dari RS
~ Bintan mereka harus membayar, sedangkan banyak masyarakat
yang tidak tercover BPJS. Di wilayah kerja Puskesmas malah
menurun untuk peserta BPJS Mandiri, karena mereka sekarang
lebih mengharapkan KTP, namun tetap dimotivasi untuk menjadi
peserta BPJS Mandiri.” (Wawancara Kamis, 03 Agustus 2017)

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh dr. Febby
Wardhani Utami, Kepala Puskesmas Teluk Bintan, yaitu:

“Kebijakan ini membuat masyarakat tidak menjadi peserta JKN

dan malah peserta JKN menjadi tidak lagi membayar iurannya,

tetapi Puskesmas tetap menyarankan agar menjadi peserta JKN,

namun tetap dengan program ini masyarakat menjadi terlena.”

(Wawancar Jum’at, 04 Agustus 2017)

Seperti halnya yang lain, dr. Elly May Yulis memberikan
tanggapannya terhadap efektivitas dan efisiensi kebijakan ini, yaitu:

“Pada awal kegiatan, masyarakat merasa sudah keenakan dan

peserta BPJS banyak yang menunggak, namun 2-3 bulan ini

mereka sudah kembali membayar iuran.” (Wawancara Jum’at, 04

Agustus 2017)

Dari paparan hasil wawancara dan hasil capaian sampai dengan

bulan Juli 2017, penulis mendapatkan -bahwa kebijakan Peraturan Bupati
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Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang “Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis

di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit

Umum Daerah Kabupaten Bintan” untuk mencapai Universal Health
Coverge (UHC) pada tahun 2019 tidak efektif dan tidak efisien.

3) Hasil (output ), diamati dari gejala :

| a) Hasil atau produk yang dihasilkan

Hasil atau produk dari kebijakan adalah Dinas Keschatan

Kabupaten Bintan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang

membawahi 15 UPTD Puskesmas dan RSUD Bintan melaksanakan

kebijakan dengan memberikan layanan pengobatan dasar gratis di

Puskesmas dan layanan Rawat Inap Kelas IIT di RSUD Kabupaten Bintan
bagi seluruh penduduk Bintan dengan menunjukkan identitas berupa KTP
ataupun KK Bintan.

Adapun pelaksanaannya di masing-masing Puskesmas dengan
mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah dibuat oleh
Puékesmas dari mulai awal pendaftaran sampai dengan akhir pelayanan.
Konsekuensi dari kebijakan ini adalah bahwa Puskesmas tidak memungut
! biaya dan Puskesmas tidak melakukan penyetoran retribusi ke kas daerah.
Namun untuk penggantian pelayanan yang telah dilakukan maka dibuatlah
suatu kegiatan di masing-masing Puskesmas pada RKA (Rencana Kerja

dan Anggaran) tahun 2017 untuk penggantian biaya jasa medis yang telah

diberikan sebanyak jumlah kunjungan pasien yang dilayani.
Bagaimana hasil atau produk yang dihasilkan dari sebuah

kebijakan peraturan Bupati Bintan Nomor 35 tahun 2016 tentang
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“Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat dan
Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan”
dapat diketahui dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

Tanggapan dari Plh. Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Uban, Sri
Purnama Rezeki, SKM terhadap hasil atau produk yang dihasilkan dari
kebijakan ini:

“Jumlah kunjungan pasien melonjak hampir 50 %, untuk kebijakan

pemberian pelayanan kepada masyarakat kesehatan gratis tidak ada

bedanya dengan pelayanan yang umum dan BPJS, karena tata cara

pemberiannya tetap sama hanya mekanisme dan sistemnya yang
berbeda.” (Wawancara Rabu, 02 Agustus 2017)

Sedangkan dr. Muhammad Yamin, Kepala UPTD Puskesmas

Mantang, mengatakan:

“Di Puskesmas Mantang sampai saat ini dilakukan pengobatan
gratis, untuk kunjungan pasien meningkat jauh lebih besar,
sebelum kebijakan dilakukan kunjungan ke puskesmas paling
banyak 10 pasien dalam 24 jam, saat ini setelah kebijakan
diaksanakan dalam 24 jam kunjungan pasien 35 -40 orang.”
(Wawancara Kamis, 03 Agustus 2017)

Begitu pula apa yang dinyatakan oleh dr. Febby Wardhani Utami,
Kepala Puskesmas Teluk Bintan, yaitu:

“Pasien yang datang dengan KTP Bintan walaupun bukan

penduduk Teluk Bintan akan dilayani gratis. Semenjak pengobatan

gratis ini menjadi meningkat yang biasanya 5 pasien menjadi 20

pasien.” (Wawancara Jum’at, 04 Agustus 2017)

Sama halnya dengan apa yang dinyatakan oleh dr. Elly May Yulis,

Kepala UPTD Puskesmas Toapaya, yaitu:

“Untuk masyarakat Toapaya yang menggunakan KTP Bintan telah
berjalan dengan baik walaupun berdomisili di luar kecamatan
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Toapaya. Semenjak diberlakukan pelayanan gratis ini mengalami
kenaikan, yang biasanya sehari 15-20 pasien menjadi 20-30
pasien.” (Wawancara Jum’at, 04 Agustus 2017)

Dari apa yang telah disampaikan oleh masing-masing Kepala
UPTD Puskesmas, penulis mendapatkan bahwa hasil atau produk yang
dihasilkan dari kebijakan peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016
tentang “Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Rawat Inap kelas IIl di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bintan” tetap biasa seperti pelayanan kepada masyarakat tanpa
- ) memdedakan status pembayarannya, sedangkan yang menjadi signifikan

adalah jumlah kunjungan berobat ke Puskesmas menjadi meningkat.

’ f : , b) Beberapa orang yang berhasil mengikuti kebijakan.

Peneliti menilai bahwa yang mengikuti Kebijakan Peraturan Bupati

Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang “Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis

di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rawat Inap kelas ITI di Rumah Sakit

Umum Daerah Kabupaten Bintan™ dari hasil wawancara dengan kepala

UPTD Puskesmas didapati kunjungan ke Puskesmas telah melonjak

sebanyak 50 % - 200 %. Namun hasil akhirnya yang menjadi peserta JKN

hanya sebatas bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bintan (PBI APBD)

sedangkan yang Mandiri tidak banyak berarti. Bahkan sebaliknya yang

telah menjadi Peserta JKN Mandiri banyak yang menunggak pembayaran
premi bulanan ke BPJS Kesehatan seperti tergambar dalam Tabel 4.8 Data
Kepesertaan JKN Kabupaten Bintan s/d Juli 2017, dimana pada akhir

tahun 2016 terdapat 5.599 peserta yang menunggak, di awal tahun 2017
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penambahan peserta sebanyak 3.157 orang yang didapat dari bantuan
pembiayaan dari Pemkab Bintan namun penunggakan bertambah menjadi
5.889 orang. Penambahan terus terjadi sampai kuota yang disediakan oleh
Pemkab terpenuhi dimana pada semester pertama tahun 2017 terjadi
penambahan peserta sebanyak 6.371 peserta sedangkan kepesertaan
mandiri yang menunggak sebanyak 8.556 peserta. Hal ini patut menjadi
perhatian pemerintah mengingat keterbatasan anggaran yang ada dan
masih banyak peserta yang 'belum terdaftar menjadi peserta JKN
sedangkan waktu pelaksanaan total coverage sudah dekat.

4) Dampak (outcome), diamati dari gejala :
a) Dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena
kebijakan.

Dampak yang diterima oleh masyarakat lnas adalah bahwa seluruh
masyarakat Bintan yang datang berobat ke puskesmas dan dirujuk ke
RSUD | Bintan dengan menunjukkan bukti berupa KTP (Kartu Tanda
Penduduk) atau KK (Kartu Keluarga) Bintan dapat dilayani tanpa harus
dipungut biaya.

Seperti apa yang disampaikan oleh dr. Kurniawan, Kepala UPTD
Puskesmas Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam, yaitu:

«_.dengan menunjukkan KTP masyarakat dapat berobat gratis,

walaupun tanpa ada jaminan BPJS.” (Wawancara Rabu, 02

Agustus 2017)

Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh KepalaUPTD

Puskesmas Mantang, dr. Muhammad Yamin, yaitu:
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“Masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan, baik obat dan

penyakit-penyakit yang perlu penanganan jangka panjang tidak lagi

terputus-putus.” (Wawancara Kamis, 03 Agustus 2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh dr. Febby Wardhani Utami,
Kepala UPTD Puskesmas Teluk Bintan, yaitu:

“Yang belum memiliki kartu JKN-KIS dengan menunjukkan KTP

dapat berobat gratis.” (Wawancara Jum’at, 04 Agustus 2017)

Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh dr. Elly May Yulis,
Kepala UPTD Puskesmas Toapaya:

“Yang belum memiliki kartu JKN/KIS dengan menunjukkan K'TP

dapat berobat gratis.” (Wawancara Jum’at, 04 Agustus 2017)

Dijalankannya kebijakan Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun
2016 tentang “Pelayanan Keschatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah
Kébupaten Bintan” telah menimbulkan dampak pada kunjungan berobat.
Masyarakat Kabupaten Bintan yang memiliki KTP atau KK sebagai
pengganti identitas penduduk Bintan dapat mengikuti pelayanan kesehatan
gratis di Puskesmas-puskesmas di Kabupaten Bintan, sehingga tidak ada
lagi alasan bahwa masyarakat Bintan tidak dapat berobat ke Puskesmas
dikarenakan biaya pengobatan. Artinya, kebijakan ini sangat membantu
masyarakat Bintan dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar di

Puskesmas.
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| b) Dampak positif dan negatif.
N Dampak positif Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016
| tentang “Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Keschatan
| ) Masyarakat dan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bintan, seperti apa yang disampaikan akibat dampak kebijakan
ini secara umum, yaitu seluruh penduduk Bintan mendapatkan pelayanan
kesehatan dasar gratis di seluruh puskesmas yang ada di Wilayah
Kabupaten Bintan tanpa memandang kemampuan atau status sosial
ekonomi masyarakat, baik orang yang masuk kedalam katagori mampu
maupun tidak mampu apalagi miskin dan rentan miskin dengan
menunjukkan bukti sebagai penduduk Bintan, bahkan yang lupa membawa
identitas ataupun sedang mengurus identitas tetap dilayani dengan tanpa
dipungut biaya.
Adapun dampak negatif yang ditimbulkan akibat kebijakan

Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang “Pelayanan

Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rawat Inap
kelas IIT di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan” merupakan hal
yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Pemkab Bintan, mengingat
tujuan akhir dari kebijakan ini adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan
‘ berharap pada 1 Januari 2019 selﬁruh penduduk Bintan telah menjadi
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuvai dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang “Perubahan
Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013

tentang Jaminan Kesehatan”.
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Jika diamati sejak diberlakukannya Kebijakan Peraturan Bupati

Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang “Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis

di Pusat Keschatan Masyarakat dan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Bintan” per Januari 2017, dimana pada akhir
tahun 2016 dari Tabel 4.8 Data Kepesertaan JKN Kabupaten Bintan s/d
Juli 2017, Data BPJS Kesehatan Cabang Bintan Tahun 2017 terlihat
bahwa dari 144.096 jiwa penduduk Bintan, yang telah terlindungi Jaminan
i Kesehatan Nasional dari berbagai jenis kepesertaan adalah sebesar 59,78
o % atau sebanyak 86.143 jiwa. Artinya Pemerinatah Kabupaten Bintan
| masih harus mengupayakan agar sisa penduduk Bintan yang belum
) terlindungai dengan Jaminan Kesehatan sebanyak 57.953 jiwa atau sebesar
40,22 % serta mempertahankan agar peserta yang telah menjadi peserta
JKN namun menunggak dari kewajiban membayar premi bulanan yang
sampai dengan akhir Desember sebanyak 5.599 jiwa atau sebesar 3,89 %
dapat meneruskan pembayaran premi yang tertunda dan menjadi peserta
JKN aktif.

‘ Hasil yang didapat setelah kebijakan Peraturan Bupati Bintan
Nomor 35 Tahun 2016 tentang “Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di
Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Bintan” dijalankan selama 6 bulan terakhir

didapatkan kondisi sebagai berikut: Pada Bulan Juli 2017 total kepesertaan

menjadi 92.515 jiwa atau sebesar 64,20 % dari 144.096 jiwa, berarti ada
kenaikan kepesertaan sebanyak 6.371 jiwa atau naik sebesar 4,42 % dan

yang masih belum terlindungi JKN menjadi 51.582 jiwa atau sebesar
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35,80 %, ini dapat dilihat bahwa kenaikan sebesar 6.371 jiwa yang berasal

dari kepesertaan Mandiri hanya 0,06 % atau sebanyak 4 peserta dan yang

terbesar adalah dengan menggunakan Jamkesda yaitu PBI APBD sebesar
85,83 % atau sebanyak 5.468 jiwa, sementara peserta JXN Mandiri yang
menunggak menjadi sebanyak 8.556 jiwa naik sebesar 5,37 % dari 5.599
atau dari total kepesertaan bulan Jum sebanyak 92.444 atau sebesar 9,26
%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan dijalankannya kebijakan
Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang “Pelayanan
Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rawat Inap
kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan” tidak banyak
berarti untuk mengajak masyarakat untuk menjadi peserta JKN Mandiri,
sebaliknya peserta JKN Mandiri banyak yang menunggak pembayaran

iuran premi bulanan.

KONDISITERAKHIR
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Gambar 4.5 Kondisi Pelaksanaan Kebijakan
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Dari hasil wawancara untuk mengetahui dampak positif dan negatif

dari kebijakan peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang

“Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat dan

Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan”,

seperti apa yang disampaikan oleh Sri Purnama Rezeki (Plh. Kepala
UPTD Puskesmas Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara) yaitu :

“Dampak positif dari kebijakan ini masyarakat terbantu, yang
memiliki K'TP bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis
di puskesmas, dari peserta BPJS sendiri justru tidak nampak
dampak positif tapi dampak negatif karena yang terjadi di
puskesmas yang awalnya mercka menjadi peserta BPJS Mandiri
menjadi enggan meneruskan kepesertaannya dengan terus
membayar premi.” (Wawancara Rabu, 02 Agustus 2017)

Begitu juga apa yang disampaikan oleh Kepala UPTD Puskesmas

Teluk Sasah, dr. Kurniawan:

“semua masyarakat yang memiliki KTP bahkan yang sedang dalam
pengurusan bisa mendapatkan pelayanan, jadi masyarakat
dipermudah, kemudian dampak negatif mereka hanya
mendapatkan pelayanan dasar dan mereka tidak mau mengikuti
BPJS dan malah ada yang berhenti membayar premi, jadi masih
menjadi kendala untuk memotivasi mengikuti BPJS.” (Wawancara
Rabu, 02 Agustus 2017)

Demikian juga halnya dengan apa yang disampaikan oleh dr.
Muhammad Yamin, Kepala UPTD Puskesmas Mantang:

“dampak positif tingkat kesehatan masyarakat meningkat,

kesadaran masyarakat untuk berobat lebih tinggi, kepercayaan

masyarakat kepada puskesmas lebih tinggi. Negatifnya, mereka
tidak mau menjadi BPJS Mandiri.” (Wawancara Kamis, 03

Agustus 2017)
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| Hal senada juga disampaikan oleh Kepala UPTD Puskesmas Teluk

Bintan, dr. Febby Wardhani Utami, yaitu:

. “Dampak positif di masyarakat tidak takut berobat ke puskesmas
karena tidak dipungut biaya, kekurangannya masyarakat yang
sudah menjadi JKN Mandiri akan lalai membayar iuran dan akan
memberatkan mereka sendiri jika diryjuk ke Rumah Sakit.”
(Wawancara Jum’at, 04 Agustus 2017)

Hal senada juga dapat dilihat dari pernyataan Kepala UPTD
Puskesmas Toapaya, dr. Elly May Yulis:

“Masyarakat merasa ringan dengan pengobatan gratis, dampak

positif lebih mudah mendapat pelayanan tanpa mengeluarkan biaya

dan dampak negatifnya merasa terlena sehingga ada yang

berpikiran tidak guna lagi menggunakan BPJS Kesehatan.”

(Wawancara Jum’at, 04 Agustus 2017)

" Dari hasil yang diperoleh terhadap empat fenomena diatas, yaitu; inpuz,
proses, output dan outcome, peneliti selanjutnya membuat tabel matriks
perencanaan dan realisasi diantara empat fenomena yang diharapkan oleh
Pemerintah Kabupaten Bintan dengan kenyataan yang terjadi. Berikut ini adalah
tabel matriks perencanaan dan realisasi terhadap kebijakan peraturan Bupati

Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang “Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di

Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit Daerah

Kabupaten Bintan™:
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Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016

No | Fenomena Perencanaan Realisasi

1. | Input a. Sumber daya pendukung a. Sumber daya pendukung
dan bahan-bahan dasar dan bahan-bahan dasar
yang diperlukan untuk yang diperlukan untuk
melaksanakan kebijakan melaksanakan kebijakan
yang disediakan oleh Dinas yang disediakan oleh Dinas
Kesehatan dan puskesmas Kesehatan dan puskesmas
sebagai pelaksana sebagai pelaksana
kebijakan. kebijakan.

b. Sumber daya manusia b. Sumber daya manusia yang
yang dipersiapkan untuk dipersiapkan untuk
menjalankan kebijakan menjalankan kebijakan
yang terdiri dari tenaga yang terdiri dari dokter,
medis, paramedis dan non dokter gigi, perawat, bidan,
paramedis analis labor, analis -

apoteker, administrasi,
supir ambulans
menggunakan tenaga yang
tersedia di puskesmas
dengan mengupayakan
tambahan tenaga sebagai
Tenaga Harian Lepas.

2. | Proses a. Kebijakan ditujukan untuk | a. Kebijakan ditujukan untuk
seluruh penduduk Bintan semua penduduk Bintan
dengan menggunakan KTP baik yang menggunakan
dan KK KTP atau KK serta bagi

penduduk Bintan yang
tidak memiliki atau sedang
memproses pembuatan
KTP atau KK.

b. Efektifitas ditujukan bagi | b. Efektifitas kurang berjalan
masyarakat Bintan yang dengan baik karena
telah berobat agar menjadi masyarakat yang tidak
peserta JKN Mandiri tergolong miskin/kurang
apabila tidak tergolong mampu tidak mendaftar
miskin/kurang mampu dan sebagai peserta JKN
bagi masyarakat Bintan Mandiri malah terjadi
yang tidak mampu akan penunggakan pembayaran
didaftarkan menjadi premi bagi peserta JKN
peserta JKN PBI APBD Mandiri (drop out)
dengan membawa SKTM

ke Dinas Sosial
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c. Efisiensi ditunjukkan

dengan kebijakan ini maka
diharapkan seluruh
masyarakat Bintan di tahun
2019 seluruhnya sudah
menjadi peserta JKN (toral
coverage tercapai)

c. Efisiensi tidak terjadi,

malah seluruh masyarakat
menginginkan menjadi
peserta JKN dengan iuran
yang dibayarkan oleh
pemerintah, padahal
pemerintah menginginkan
terjadinya kepesertaan yang
mandiri.

Hasil Terwujudnya masyarakat Masyarakat dengan mudah dan
dengan derajat kesehatan yang | tanpa biaya memperoleh
baik, ditandai dengan layanan kesehatan, terjadinya
mudahnya mendapatkan kunjungan yang meningkat dan
pelayanan kesehatan yang efek yang tidak diingini adalah
diterima tanpa biaya yang bahwa masyarakat kurang
dikeluarkan. menjaga kesehatannya karena
‘ biaya kesehatan gratis sehingga
program promosi kesehatan
tidak dapat berjalan
sebagaimana mestinya yaitu
terciptanya pemberdayaan
masyarakat.
Dampak Tercapainya tujuan Pemerintah | Masyarakat hanya mau
Bintan bahwa seluruh menjadi peserta JKN dengan
masyarakat terlindungi anggaran yang ditanggung oleh
Jaminan Kesehatan Nasional pemerintah daerah walaupun
atau tercpainya Universal termasuk masyarakat mampu,
Health Coverage di tahun malah terjadi penunggakan
2019 pembayaran premi oleh peserta

JKN Mandiri.
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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan bidang pelayanan
kesehatan yaitu Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang
“Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rawat
Inap Kelas IIT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan” maka peneliti
menarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Implementasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Bentan
melalui Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 yakni pelayanan
kesehatan secara gratis untuk seluruh warga di Kabupaten Bintan telah
dilaksanakan di semua Puskesmas dan sebagai Fasilitas Rawat Inap Kelas IIl
RSUD di Kabupaten Bintan. Sejak dilaksanakan, program ini telah
menimbulkan respons warga secara beragam. Dalam setiap implementasi
kebijakan secara perdana secara teoritis selalu didapati hal-hal yang berbeda
dengan harapan atau tujuan yang dicantumkan di dalam kebijakan. Setelah
pelaksanaan kebijakan telah terjadi kenaikan jumiah kunjungan pasien secara
signifikan. Kenaikan jumlah pasien ini menimbulkan penambahan beban kerja
bagi para petugas keschatan di Puskesmas maupun di RSUD. Namun
penghargaan terhadap tambahan beban kenerja petugas tidak dapat diberikan
karena belum diatur dalam peraturan yang berlaku. Dengan adanya Peraturan
Bupati Nomor 35 Tahun 2016 masyarakat Bintan telah semakin banyak yang

memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis. Namun kemudian, sebaliknya

101
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semakin banyak pula peserta JKN Mandiri yang menunggak kewajiban
pembayaran premi asuransi bulanan. Melalui penelitian ini, terkait dengan
target kebijakan, ditemukan pula adanya kecenderungan tidak tepat sasaran,
yaitu pasien-pasien tidak seluruhnya merupakan target kebijakan yakni
warga yang mampu. Di dalam prakteknya, terdapat penduduk yang sudah
tergolong mampu justru menjadi peserta. Selain itu ditemukan pula bahwa
kebutuhan obat-obatan dan bahan medis habis pakai mengalami peningkatan.
Hal ini hanya terjadi sejak diterapkannya kebijakan kesehatan ini.

Adapun dampak positif kebijakan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada
Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 ini adalah terbukanya peluang
bagi seluruh penduduk Kabupaten Bintan untuk memperoleh pelayanan
kesehatan dasar gratis di Puskesmas dan Rawat Inap Kelas III di RSUD
Bintan. Dampak positif implementasi Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016
ini ialah tidak ada alasan untuk menolak setiap pasien atas alasan tidak ada
biaya. Namun demikian, dampak negatif adalah bahwa sebagian masyarakat
memandang bahwa mereké tidak perlu lagi menjadi peserta JKN Mandiri.
Dapat ditambahkan bahwa program ini berdampak seolah-olah sehat itu gratis
sehingga pemberdayaan pemerintah agar masyarakat berperilaku hidup bersih

dan sehat sulit dijalankan.

2) Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Bintan telah

berjalan sesuai dengan ketentuan yang digariskan melalui kementerian
Kesehatan, paket manfaat yang diterima oleh peserta dimana pelayanan
diberikan di seluruh FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) berupa

seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Bintan dan juga klinik swasta
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mandiri yang ditunjuk dan bekerjasama dengan BPJS Kabupaten Bintan.
Pelayanan diberikan secara berjenjang dimulai dari puskesmas dengan
diwajibkan dapat menyelesaikan 155 jenis penyakit. Pembayaran Dana
Kapitasi bulanan yang wajib diberikan oleh BPJS kepada puskesmas telah
dilaksanakan serta pengelolaan keuangan dana Kkapitasi telah diberikan
pedoman penggunaan dana kapitasi. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan
JKN telah dilaksanakan, setiap tahunnya akan dievaluasi oleh BPKP dan BPK
tethadap penggunaan dana kapitasi, perbaikan pelayanan terus diupayakan
dimana diwajibkan adanya loket pengaduan, dan juga saat ini puskesmas
diwajibkan untuk terakreditasi sebagai sebagian syarat pelaksanaan JKN.
Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jakesda) ke dalam Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) di Kabupaten Bintan sejak diterbitkannya Peraturan Bupati
Bintan Nomor 35 Tahun 2016 dimana bertujuan agar pencapaian Universal
Heath Coverage (UHC) tahun 2019 tercapai di Kabupaten Bintan, dimana
seluruh Penduduk Bintan telah menjadi peserta JKN ternyata masih sulit
diwujudkan. Berdasarkan data yang didapat bahwa peningkatan kepersertaan
JKN menuju UHC sangat kecil sekali, dimana penambahan banyak terjadi dari
jenis kepesertaan yang pembiayaannya dari pemerintah Kabupaten Bintan,
untuk jenis kepesertaan mandiri tidak bertambah, malahan kepesertaan
Mandiri semakin banyak yang tidak lagi mau membayar premi bulanan dan
menjadi peserta yang DO (drop out) dimana hal im dikarenakan bahwa

pelayanan kesehatan di Kabupaten Bintan telah digratiskan.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka berikut ini disampaikan beberapa

saran atau rekomendasi sebagai masukan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan
G Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rawat

! Inap Kelas IIT di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan, yaitu:

1. Kebijakan tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis hendaknya dilakukan

secara selektif bagi masyarakat Bintan yang termasuk kategori miskin dan

kurang mampu serta perlu mendaftarkan pasien dalam kepesertaan Jaminan
Keschatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan premi
ditanggung Pemerintah Daerah. Dengan demikian, menggunakan dana APBD
Pemerintah Daerah ikut membantu mewujudkan Universal Health Coverage
(UHC) di Kabupaten Bintan.

2. Bagi masyarakat mampu yang belum menjadi peserta JKN atau peserta JKN
yang masih menunggak/mangkir membayar premi bulanan,  pelayanan

i kesehatan gratis hendaknya dibatasi saja hanya sampai 2 — 3 kali pengobatan.
Upaya ini merupakan cara agar mereka menjadi menjadi peserta JKN Mandiri
aktif.

3. Perlu diberikan bantuan pendampingan dalam menjalani pengobatan terbatas
kepada peserta JKN untuk pembiayaan-pembiayaan yang dibutuhkan namun

tidak menjadi tanggungan BPJS jika akan dirujuk ke unit rujukan yang lebih

tinggi seperti bantuan biaya transportasi, rujukan bagi pasien dan seorang

anggota keluarga, biaya penggantian obat-obatan dan bahan medis habis pakai
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yang diperlukan namun tidak menjadi tanggungan BPJS serta peruntukan

rumah singgah selama menjalani pengobatan.

. Perlu diupayakan subsidi pembayaran premi bagi peserta JKN Mandiri

kepada Pemerintah Provinsi dengan pola yang diatur pembagiannya antar
Pemprov, Pemkab dan peserta schingga masyarakat yang ingin menjadi
peserta JKN Mandiri tidak terbebani seluruh biaya premi yang harus

disetorkan setiap bulannya.

. Salah satu persyaratan atau indikator utama dalam penilaian kinerja

pemerintah desa’kelurahan dan kecamatan ialah banyaknya persentase
masyarakat yang telah menjadi peserta JKN di desa/kelurahan serta di
kecamatan. Oleh sebab itu perlu dilakukan evaluasi yang berkesinambungan,
dimana pemerintah desa/kelurahan serta kecamatan hendaknya berusaha agar

seluruh masyarakatnya menjadi peserta JKN

. Pemerintah Kabupaten Bintan perlu mendukung pengembangan kompetensi

SDM (Sumber Daya Manusia) di Pusekesmas sekaligus memberikan
dukungan perbaikan remunerasi para petugas yang secara langsung terkait
dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Bintan berupaya melengkapi sumber
daya manusia di Puskesmas untuk menjalani kebijakan ini terutama pada

Puskesmas-puskesmas yang mengalami kunjungan tinggi.

. Perlu diupayakan pemanfaatan dana CSR (Corporate Social Responsibility)

sebagai alternatif keharusan setiap perusahaan membantu pembayaran premi

peserta JKN yang tergolong miskin dan tidak mampu, dengan melihat

peraturan perundangan yang berlaku.
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PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INTEGRASTI PROGRAM
KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN BINTAN

Pengantar Kepada Para Narasumber/Partisipan

Pemerintah Pusat telah menyepakati kebijakan Universal Health Coverage. UHC
sudah merupakan program yang juga diadaptasi sebagai salah satu tujuan dalam
pengentasan kemiskinan global, yaitu Sustainable Development Goals 2030.
SDG ini merupakan lanjutan dari MDGs.

UHC mempunyai beberapa tujuan strategis. Tujuan itu sudah diadaptasi oleh
Pemerintah RI dengan serangkaian kebijakan. Sebelumnya juga terdapat upaya
meraih tujuan yang sudah dipunyai R1 sebelum adanya UHC, misalnya BPJS.
Pertanyaannya memang ialah tatkala salah satunya tujuan UHC adalah dapat
memungkinkan seluruh penduduk mengatasi masalah pembiayaan, padahal
sebagaimana kita ketahui, jika sesuatu  diperoleh secara gratis maka
pemerintahlah yang menanggungnya, Sedangkan pemerintah memperoleh
uangnya iya dari rakyat juga.

Baiklah, di Kabupaten Bintan dengan digulirkannya Peraturan Bupati
Nomor 35 Tahun 2016, yang merupakan pengejawantahan dani Keputusan
Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian’Kesehatan Tahun 2015-2019. Perbup telah dilaksanakan.
Di lapangan tentu terjadi dinamika, Pertanyaan kami, apa saja dinamika itu dan
mengapa menurut Bapak/Ibu bisa terjadi hal-hal demikian? Kemudian, jika
ditelaah, pasti selalu ada keadaan yang tidak diharapkan. Sedangkan di sisi lain
tidak selalu keadaan yang tidak diharapkan menggangu program. Akan tetapi ada
jua kemungkinannya bahwa keadaan yang ditimbulkan oleh kebijakan, bisa
membebani aparatur lain yang secara tidak langsung berurusan dengan suatu
program. Atau, siapa tahu..... apakah ada hal-hal yang merupakan akibat dari
digulirkannya kebijakan perbup di atas dan memang TELAH menimbulkan
beban pembiayaan yang lebih tinggi dan dalam jangka panjang akan merugikan
keuangan negara?
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INPUT : Sumber daya pendukung dan bahan-bahan yang diperlukan
Bagaimana kesiapan obat dan bahan habis pakai serta peralatan kesehatan dalam
menjalankan kebijakan ini (Perbup 35 Tahun 2016)

Bagaimana ketersediaan SDM kesehatan

PROSES : Kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan kepada
masyarakat

Bagaimana pelayanan kepada masyarakat terhadap kebijakan ini

Apakah kebijakan ini efektif dan efisien untuk mencapai tujuan universal health

coverage di tahun 2019

OUT PUT : Hasil atau produk yang dibasilkan dari kebijakan yang dijalan
kan

Apakah hasil yang didapatkan dari kebijakan ini

Berapa orang yang berhasil mengikuti kebijakan ini

OUT COME : Dampak yang diterima oleh masyarakat Iuas atau pihak yang
terkena kebijakan ini

1. Bagaimana akibat yang ditimbulkan kepada masyarakat atas kebijakan ini
2. Apa dampak positif dan negatif dari kebijakan ini
Pengukuran dan Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik
Menurut Bridgman & Davis (2000:130) pengukuran evaluasi kebijakan publik secara
umum mengacu pada empat indikator pokok, yaitu : (1) indikator input, (2) indikator proses, (3)
indikator output dan (4) indikator outcome. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Indikator input menfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan
bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini
dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
Indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan
ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.
Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang
dipakai untuk menilai kebijakan publik tertentu.

Indikator Qutput (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang
dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini
misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.

Indikator outcomes (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang
diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.
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TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA DENGAN RESPONDEN

1. Plh. Kepala Puskesmas Tg Uban

SRI PURNAMA REZEKI, SKM
Rabu, 2 Agustus 2017

INPUT

“Untuk kesiapan obat dan bahan habis pakai, karena puskesmas Tg Uban adalah
Puskesmas BLUD, alhamdulillah tidak mengalami kekurangankarena apabila
obat dan bahan habis pakai dari Dinas tidak mencukupi maka akan digunakan
biaya dari puskesmas untuk membelinya™.

“Kestersediaan SDM Kesehatan ditinjau dari Permenkes 75 masih banyak
kekurangan terutama di SDM fungsional seperti perawat, karena puskesmas
perawatan yang harus 24 jam operasional sehingga ada tiga shift, dengan jumlah
pegawai PNS dan NonPNS sebanyak 56 orang namun presentase untuk dokter
dan perawat cukup kecil”.

PROSES

“Untuk kebijakan pemberian pelayanan kepada masyarakat kesehatan gratis tidak
ada bedanya dengan pelayanan yang umum dan BPJS, karena tata cara
pemberiannya tetap sama hanya mekanisme dan sistemnya yang berbeda”.

“Kalau menurut saya kebijakan pelayanan kesehatan gratis ini kurang efsien
karena di satu sisi membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tanpa
mengeluarkan biaya tapi masyarakat bila tidak diberikan edukasi akan menjadi
manja karena tidak akan berusaha memberdayakan dirinya karena tanpa biayapun
sudah bisa berobat”.

OUT PUT
“Jumlah kunjungan pasien melonjak hampir 50%...”.

OUTCOME

“Dampak positif dari kebijakan ini masyarakat terbantu, yang memiliki KTP bisa
mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di puskesmas, dari peserta BPJS
sendiri justru tidak nampak dampak positif tapi dampak negatif karena yang
terjadi di puskesmas yang awalnya mereka menjadi peserta BPJS Mandiri menjadi
enggan meneruskan kepesertaannya dengan terus membayar premi”.

2. KEPALA PUSKESMAS TELUK SASAH

dr. KURNIAWAN
Rabu, 2 Agustus 2017

INPUT.
“Untuk ketersediaan obat sampai saat ini belum banyak masalah masih lancar,

unutk bahan habis pakai juga, karena puskesmas BLUD jika mengalami
kekurangan bisa dianggarkan. Kemudian yang jadi masalah adalah SDM yang
masih kurang, karena dokter yang ada hanya dua orang dan salah satunya sedang
cuti”.
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PROSES

“Untuk pelayanan setelah kebijakan dijalankan efeknya tidak terlalu besar dengan
puskesmas lain, ada peningkatan namun tidak spesifik, dengan menunjukkan KTP
masyarakat dapat berobat gratis, walaupun tanpa ada jaminan BPJS, ada -
peningkatan namun tidak terlalu besar”.

“Masyarakat sekarang menghandalkan dengan KTP saja, yang sudah punya BPJS
ada beberapa yang tidak membayar karena merasa sudah ada tanggungan lain dan
yang belum menjadi peserta BPJS tidak mendaftar ke BPIS, namun tetap
dimotivasi untuk menjadi peserta BPJS, karena sifatnya sementara dan
layanannya terbatas™.

OUTPUT
“Untuk pelayanannya tidak membedakan antara pasien BPJS, pasien umum
maupun pasien yang datang dengan membawa KTP Bintan...”.

OUT COME

“Semua masyarakat yang memiliki KTP bahkan yang sedang dalam pengurusan
bisa mendapatkan pelayanan, jadi masyarakat dipermudah, kemudian dampak
negatif mereka hanya mendapatkan pelayanan dasar dan mereka tidak mau
mengikuti BPJS dan malah ada yang berhenti membayar premi, jadi masih
mepjadi kendala untuk memotivasi mengikuti BPJS”.

3. KEPALA PUSKESMAS MANTANG

Dr. MUHAMMAD YAMIN

Kamis, 3 Agustus 2017
INPUT
“Berhubung dengan obat, karena meningkatnya jumlah kunjungan pasien
dibandingkan sebelum ada kebijakan ini, jumlah obat di puskesmas mantang lebih
cepat habis, akibatnya ada beberapa obat yang kehabisan, pada saat meminta ke

Instalasi Farmasi Kabupaten ternyata obatnya belum datang, untuk perlengkapan
dari Kabupaten telah dilengkapi”.

“Untuk SDM kita ada kekurangan, hanya ada dua dokter termasuk saya yang
bergantian melayani. Jadi menalami kekurangan tenaga ditambah lagi puskesmas
melayani rawat inap dan sampai saat ini tidak ada analis laboratorium”.

PROSES

“Pelaanan kepada masyarakat dilakukan seperti biasa, dilayani semaksimalnya,
seperti kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan, sesuai dengan KTP Bintan dan
digratiskan”.

“Kebijakan ini sebenarnya bagus, mungkin pada pelaksanaannya yang masih

kurang, seperti obat, yang kedua jika merujuk ke rumah sakit, gratis hanya di
bintan saja, itupun kalau ada KTP, pada pasien yang tidak punya BPJS, yang
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harus dirujuk dari RS Bintan mereka harus membayar, sedangkan banyak
masyarakat yang tidak tercover BPJS”.

“D1 wilayah kerja puskesmas, malah menurun untuk peserta BPJS Mandiri,
karena mereka sekarang lebih mengharapkan KTP, namun tetap dimotivasi untuk
menjadi peserta BPJS Mandiri”.

OUTPUT

“Dt Puskesmas Mantang sampai saat imi dilakukan pengobatan gratis, untuk
kunjungan pasien meningkat jauh lebih besar, sebelum kebijakan dilakukan
kunjungan ke puskesmas paling banyak 10 pasien dalam 24 jam, saat ini setelah
kebijakan diaksanakan dalam 24 jam kunjungan pasien 35 -40 orang”.

OUT COME
“Masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan, baik obat dan penyakit-
penyakit yang perlu penanganan jangka panjang tidak lagi terputus-putus™.

“Dampak positif tingkat kesehatan masyarakat meningkat, kesadaran masyarakat
untuk berobat lebih tinggi, kepercayaan masyarakat kepada puskesmas lebih
tinggi. Negatifnya, mereka tidak mau menjadi BPJS Mandiri”.

4. KEPALA PUSKESMAS TELUK BINTAN

Dr. Febby Wardhani Wulandari
Jum’at, 4 Agustus 2017

INPUT

“Untuk obat dan bahan habis pakai serta alat kesehatan yang ada di Puskesmas
Teluk Bintan sejauh ini memadai, hanya saja ada beberapa obat yang habis dan
bisa kami atasi dengan pembelian obat dana JKN”.

“Sejauh ini SDM kami cukup, hanya saja ada satu polindes yang tidak ada tenaga
bidan”.

PROSES
“Yang sudah dilayani walaupun ada yang tidak membawa KTP tetap dilayani, dan
akan ditelusuri dan sejauh ini tidak ada masalah”.

“Kebijakan ini membuat masyarakat tidak menjadi peserta JKN dan malah peserta
JKN menjadi tidak lagi membayar iurannya, tetapi puskesmas tetap menyarankan
agar menjadi peserta JKN, namun tetap dengan program ini masyarakat menjadi
terlena”.

OUTPUT

“Pasien yang datang dengan KTP Bintan walaupun bukan penduduk teluk bintan
akan dilayani gratis”.
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“Semenjak pengobatan gratis ini menjadi meningkat yang biasanya 5 pasien
menjadi 20 pasien”.

OUTCOME

“Untuk saat sekarang ada baiknya karena banyak yang belum memiliki kartu
JKN/KIS dengan menunjukkan KTP dapat berobat gratis, hanya saja kalau akan
dirujuk ke Rumah Sakit mereka tetap akan membayar. Sebaiknya kedepan jika
termasuk tidak mampu agar diberikankartu JKN”.

“Dampak positif di masyarakat tidak takut berobat ke puskesmas karena tidak
dipungut biaya, kekurangannya masyarakat yang sudah menjadi JKN Mandiri
akan lalai membayar iuran dan akan memberatkan mereka sendiri jika dirujuk ke
Rumah sakit”.

5. KEPALA PUSKESMAS TOAPAYA

Dr. ELLY MAY YULIS
JUM’AT, 4 AGUSTUS 2017

INPUT

“Sejak januari 2017 ketersediaan obat tidak pernah mengalami kekosongan,
memang ada beberapa obat dari dinas mengalami kekosongan, dipenuhi melalui
dana kapitasi JKN, namun perlu rekomendasi dari dinas terhadap obat-obat apa
saja yang tidak tersedia”.

“SDM Kesehatan untuk puskesmas toapaya telah terpenuhi, baik untuk pelayanan
dalam gedung maupun kegiatan di luar gedung puskesmas sudah cukup”.

PROSES

“Untuk ke masyarakat selama proses pelayanan gratis tidak mengalami kendala,
yang tidak mempunyai KTP untuk pelayanan berikutnya harus membawa KTP
Pada awal kegiatan, masyarakat merasa sudah keenakkan dan peserta BPJS
banyak yang menunggak, namun 2 -3 bulan ini mereka sudah kembali membayar
iuran”..

OUTPUT
“Untuk masyarakat toapaya yang menggunakan KTP Bintan telah berjalan dengan
baik walaupun berdomisili di luar kecamatan Toapaya™.

“Semenjak diberlakukan pelayanan gratis ini mengalami kenaikan, yang biasanya
sehari 15-20 pasien menjadi 20-30 pasien”.

OUTCOME
“Masyarakat merasa ringan dengan pengobatan gratis, dampak positif lebih
mudah mendapat pelayanan tanpa mengeluarkan biaya dan dampak negatifnya
merasa terlena sehingga ada yang berpikiran tidak guna lagi menggunakan BPJS
Kesehatan™.
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ANALYSIS IMPLEMENTATION OF PROGRAM INTEGRATION
POLICY UNIVERSAL HEALTH COVERAGE IN BINTAN REGENCY
' Untung Siswanto
(untungsiswanto1971@gmail.com)

Abstract

Universal Health Coverage (UHC) is one of the goals of Sustainable
Development Goals (SDG's) which is expected to be realized for all people
around the world by 2030. The Government of Indonesia from January 1, 2014

has launched the National Health Insurance (JKIN) which aims to provide welfare
protection for the Indonesian people from health expenses, which are gradually

planned as Universal Health Coverage for all Indonesians by 2019.

To accelerate the implementation of Integration of Regional Health
Insurance of Bintan Regency into the National Health Insurance, the Government
of Bintan Regency has issued a policy of Regulation of Bupati of Bintan Number
35 Year 2016 about "Free Basic Health Service at Public Health Center and Class

IIT In RSUD Kabupaten Bintan".

This research was conducted to find out how the implementation of the
policy of Regent Regulation of Bintan No. 35 of 2016 in integrating local health
insurance into the National Health Insurance in an effort to achieve Universal
Health Coverage in Bintan Regency in the Year 2019. This research uses
qualitative approach method where the research focus on Bupati policy Bintan
No. 35 of 2016, data collection using questionnaires, interviews, observation and
documentation study with the interview locus involving the head of UPTD
Puskesmas in Bintan Regency and personally involved in policy issuance.

The results showed that the policy issued to achieve Universal Health
Coverage in 2019 seen from the input indicators, processes, outputs and outcomes
was less in line with expectations and ineffective and efficient, the conclusion of
this study is the policy that has been run can be enjoyed by the entire community
Bintan in obtaining health services for free but has not revealed the expected
results that all residents of Bintan become participants of the National Health
Insurance in an effort to reach Bintan regency that has been Univers] Health

Coverage in 2019.

Keyword : implementation, integration, universal health coverage
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